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Mohammad Saleh Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya 
Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata Penerbit Graha Cendekia 2011, 
272p. 

1

2

Eksekusi

                                                  
1 asas

2
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Djazuli Bachar.(1987). Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum. Jakarta:Penerbit 
Akademika Pressindo. 
                                                  
3
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1

1

1945 1 3

13

1.

2.

3.

1945 24 1

24 2

1945 14

2004 4

BAB I Pendahuluan 
Indonesia adalah negara hukum. 
Demikian ketentuan yang termaktub 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar 1945 setelah amandemen.  
Sebagai negara hukum, Indonesia harus 

memenuhi tiga asas pokok negara 
hukum, yaitu: 
1. Asas supremasi hukum atau asas 
legalitas, di mana penguasa dan setiap 
penduduk atau warganegara harus 
tunduk dan taat pada hukum yang 
berlaku.
2. Asas mengakui dan melindungi hak 
asasi manusia dan perikemanusiaan yang 
adil dan beradab. 
3. Adanya kekuasaan kehakiman yang 
merdeka(an independent yudiciary) yang 
mampu menegakkan supremasi hukum 
dan hak asasi manusia apabila terjadi 
pelanggaran atau sengketa hukum dalam 
masyarakat.
Oleh karena itu, pada Pasal 24 ayat (1) 

UUD 1945 disebutkan bahwa, kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan.
Berikutnya, pada ayat (2) Pasal 24 

berbunyi: kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan pedadilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara dan oleh 
sebuah Mahkamah Konsititusi. 
Dengan adanya perubahan dalam UUD 

1945, maka muncul pula perubahan pada 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.  
Untuk itulah, Undang-Undang No.4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
                                                  
13

14
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1945

2009
48

2009 48 1 1

15 1945

16

2000 -2004
2004

25

1.

2.

3.

4.

2004 25 1 17

Kehakiman merasa perlu disesuaikan 
dengan UUD 1945 yang telah mengalami 
perubahan tersebut. 
Atas itu, kemudian dikeluarkanlah 

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 

2009 tersebut disebutkan bahwa 
kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 
negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 
demi terselenggaranya Negara Hukum 
Republik Indonesia. 
Peranan Lembaga Peradilan adalah 

mewujudkan peradilan yang mandiri, 
tidak dipengaruhi pihak manapun, bersih 
dan profesional agar berfungsi 
sebagaimana diharapkan oleh 
Undang-undang tersebut di atas. 
Sejalan dengan hal tersebut, keseriusan 

upaya pembangunan hukum telah 
disebutkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 
tentang Program Pembangunan Nasional 
(Propenas) tahun 2000-2004.  
Pada Undang-undang tersebut, 

progaram-program pembangunan hukum 
meliputi:
1. Program pembetukan peraturan 
perundang-undangan 
2. Program pemberdayaan lembaga 
peradilan dan lembaga penegak hukum 
lainnya.
3. Program penuntasan kasus Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme serta pelanggaran 
Hak Asasi Manusia. 
4. Program peningkatan kesadaran 
hukum dan pengembangan budaya 
hukum.
Pada perkembangan selanjutnya, UU 

No.25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Pasal 1 ke-269 mengatakan:  
Pembangunan Nasional adalah upaya 

yang dilaksanakan oleh semua komponen 

                                                  
15 . SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB SILA PERSATUAN 
INDONESIA SILA KERAKYATAN YANG 
DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
16 dari pihak mana pun
17
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18

4

1.

2.

3.

4.

4

19

20

bangsa dalam rangka mencapai tujuan 
bernegara.
Pembangunan yang dimaksud tersebut 

merupakan pembangunan menyeuruh 
pada semua bidang. 
Termasuk, dalam bidang hukum. 
Menurut Sunaryati Hartono, makna 

pembangunan hukum meliputi empat 
upaya penting, yaitu: 
1. Menyempurnakan (membuat sesuatu 
yang lebih baik) 
2. Mengubah agar menjadi lebih baik dan 
modern 
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya 
belum ada, atau; 
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat 
dalam sistem lama, karena tidak 
diperlukan dan tidak cocok dengan sistem 
baru.
Melalui keempat upaya tersebut, 

pembangunan hukum dilihat sebagai 
suatu proses yang dinamis, 
berkulanjutan, dan tidak akan pernah 
selesai atau berhenti pada satu titik 
(never ending process).  
Karena setiap kemajuan akan selalu 

menuntut perubahan-perubahan yang 
lebih maju lagi dalam konteks 
masyarakat yang juga terus berubah 
tanpa henti. 
Dalam sistem peradilan Indonesia 

ditentukan bahwa badan peradilan yang 
melaksanakan kekuasaan kehakiman di 
bawah Mahkamah Agung meliputi 
peradilan umum, peradilan agama, 
peradilan tata usaha negara, dan 
peradilan militer dengan tugas dan 
wewenangnya masing-masing. 
Salah satu dari beberapa peradilan 

tersebut, peradilan 70  umum, memiliki 
tugas pokok untuk menerima, memeriksa, 
mengadili, dan menyelesaikan 
perkara-perkara pidana dan perdata yang 
diajukan kepadanya. 
Berangkat dari judul buku ini, penulis 

ingin menyoroti tugas peradilan umum 
dalam menyelesaikan perkara perdata, 

                                                                                                                                                            
69

18 Sunaryati Hartono. Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia menuju Sistem Hukum Nasional, makalah 1991 dalam 
Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi 
Penerapan atas Pemisahan Horizontal, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996, halaman 2.
19 konteks=
20

70 (pengadilan)
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WJS Poerwadarminta

Subeki dan Retnowulan Sutanto

M. Yahya Harahap
HIR 10 5

RBG 4

2009 48
10 54

1986 2 50

2009 48

yaitu tentang eksekusi putusan perkara 
perdata dikaitkan dengan asas peradilan 
cepat, sederhana, dan biaya ringan 
dengan sebagai upaya pembangunan 
negara hukum. 
Berkaitan dengan hal tersebut, menurut 

WJS Poerwadarminta, ekusekusi berarti 
pelaksanaan putusan hakim. 
Sementara Subeki dan Retnowulan 

Sutanto, menyebut pengertian eksekusi 
dengan istilah “Pelaksanaan Putusan”.  
Hal itu sesuai pula dengan istilah yang 
digunakan M. Yahya Harahap, yang 
berangkat dari ketentuan Bab Kesepuluh 
Bagian Kelima HIR, atau Titel Keempat 
bagian keempat RBG, pengertian 
eksekusi sama dengan pengertian 
“Menjalankan putusan” (Ten uit 
voerlegging van vonnisen). 
Menjalankan putusan pengadilan, yakni 

melaksanakan “secara paksa” putusan 
pengadilan dengan bantuan kekuantan 
hukum, apabila pihak yang kalah 
(Tereksekusi atau pihak Tergugat) tidak 
bersedia menjalankannya secara 
sukarela.
Istilah pelaksanaan putusan tersebut 

juga digunakan dalam Undang-undang 
No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman.
Tepatnya, melalui pasal 54 Bab X. 
Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum menyatakan bahwa 
Pengadilan Negeri bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara pidana dan 
perkara perdata di tingkat pertama.  

Berangkat dari ketentuan tersebut, 
tampak jelas bahwa Pengadilan tidak 
hanya bertugas memutus perkara yang 
diajukan.
Melainkan juga menyelesaikannya 

hingga tuntas. 
Ini berarti dalam perkara perdata, 

Pengadilan juga berhak dan berwenang 
melaksanakan putusan perdata tersebut. 

Dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman disebutkan bahwa, 
pelaksanaan putusan pengadilan dalam 
perkara perdata dilakukan oleh panitera 
dan juru sita dipimping oleh ketua 
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21

1. 22 uit voerbaar bij 
voorraad HIR 180 1 RBG
191 1
2. 23 HIR 180 1 RBG
191 1
3. HIR 130 RBG 154

4.
HIR 224

RBG 258

1.
2.

1.

2.

pengadilan.
Eksekusi perkara perdata dapat 

dilaksanakan pada asasnya hanya 
terhadap putusan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (in kracht van 
gewijsde).
Namun demikian, Undang-Undang 

masih membolehkan eksekusi 
dilaksanakan di luar putusan yang telah 
berkekuatan huku yaitu; 
1. Pelaksanaan Putusan lebih dulu atau 
uit voerbaar bij voorraad (Pasal 180 ayat 
(1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG). 
2. Pelaksanaan putusan Provisi (Pasal 
180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) 
RBG). 
3. Akta perdamaian (Pasal 130 HIR, Pasal 
154 RBG). 
4. Eksekusi terhadap Grose Akta, baik 
grose akta Hipotek maupun grose akta 
Pengakuan hutang (Pasal 224 HIR, Pasal 
258 RBG). 
Putusan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap dapat dilaksanakan hanya 
apabila diktumnya bersifat Kondemnator 
(mengandung unsur penghukuman).  
Sebaliknya, bila putusan yang memiliki 

kekuatan hukum tetap tidak 
mengandung unsut penehukuman, maka 
tidak dapat dieksekusi. 
Ada dua cara unutuk menjalankan isi 

putusan, yaitu: 
1. Dengan jalan sukarela 
2. Dengan jalan Eksekusi 
Bila pihak tergugat bersedia 

melaksanakan putusan secara sukarela, 
maka jelas tindakan eksekusi tidak 
diperlukan. 
Sebaliknya, jika pihak tergugat tidak 

berkenan melaksanakan putusan secara 
sukarela, maka eksekusi secara paksa 
harus dilaksanakan. 
Suatu putusan bersifat Kondemnator 

jika dalam diktum putusannya terdapat 
perintah menghukum pihak yang kalah, 
yaitu:
1. Menghukum atau memerintahkan 
menyerahkan suatu barang. 
2. Menghukum atau memerintahkan 

                                                  
21 kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)
22

23
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3.

4.

5.

24

2009 48 2

(1)

(2)

(3)

(4)

HIR 180
1 RBG 191

pengosongan sebidang tanah atau 
rumah71.
3. Menghukum atau memerintahkan 
melakukan suatu perbuatan. 
4. Menghukum atau memerintahkan 
penghentian suatu perbuatan atau 
keadaan.
5. Menghukum atau memerintahkan 
melakukan pembayaran sejumlah uang. 
Sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya, bahwa fokus sorotan buku 
ini adalah bagaimana peradilan umum 
bertugas dalam menyelesaikan perkara 
perdata.
Lebih detail, peradilan umum yang 

dimaksud adalah Pengadilan Negeri. 
Sebagai salah satu Badan Peradilan, dan 

dalam menjalankan tugas pokoknya, 
Pengadilan Negeri harus berpegang pada 
salah satu asas peradilan, yaitu seperti 
yang tercantum pada Pasal 2 UU No. 48 
Tahun 2009. 
Berikut berbunyi isinya: 

(1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”.
(2) Peradilan negara menerapkan dan 
menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila. 
(3) Semua peradilan di seluruh wilayah 
negara Republik Indonesia adalah 
peradilan negara yang diatur dengan 
undang-undang.
(4) Peradilan dilakukan dengan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Salah satu perwujudan asas tersebut 
terlihat melalui Pasal 180 ayat (1) HIR 
atau Pasal 191 RBG 72  yang disebut 
kewenangan memberi “Putusan serta 
merta” (excutie bij voorraad) jika 
persyaratannya terpenuhi. 
Bila melihat lamanya proses perkara 

perdata, maka eksekusi putusan serta 
merta lebih cepat dibangdingkan dengan 
putusan yang sudah in kracht van 

                                                  
24 peradilan pengadilan
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Hak Pakai Hak
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72 HIR RBG
33 

3.

4.

5.

24

2009 48 2

(1)

(2)

(3)

(4)

HIR 180
1 RBG 191

pengosongan sebidang tanah atau 
rumah71.
3. Menghukum atau memerintahkan 
melakukan suatu perbuatan. 
4. Menghukum atau memerintahkan 
penghentian suatu perbuatan atau 
keadaan.
5. Menghukum atau memerintahkan 
melakukan pembayaran sejumlah uang. 
Sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya, bahwa fokus sorotan buku 
ini adalah bagaimana peradilan umum 
bertugas dalam menyelesaikan perkara 
perdata.
Lebih detail, peradilan umum yang 

dimaksud adalah Pengadilan Negeri. 
Sebagai salah satu Badan Peradilan, dan 

dalam menjalankan tugas pokoknya, 
Pengadilan Negeri harus berpegang pada 
salah satu asas peradilan, yaitu seperti 
yang tercantum pada Pasal 2 UU No. 48 
Tahun 2009. 
Berikut berbunyi isinya: 

(1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”.
(2) Peradilan negara menerapkan dan 
menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila. 
(3) Semua peradilan di seluruh wilayah 
negara Republik Indonesia adalah 
peradilan negara yang diatur dengan 
undang-undang.
(4) Peradilan dilakukan dengan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Salah satu perwujudan asas tersebut 
terlihat melalui Pasal 180 ayat (1) HIR 
atau Pasal 191 RBG 72  yang disebut 
kewenangan memberi “Putusan serta 
merta” (excutie bij voorraad) jika 
persyaratannya terpenuhi. 
Bila melihat lamanya proses perkara 

perdata, maka eksekusi putusan serta 
merta lebih cepat dibangdingkan dengan 
putusan yang sudah in kracht van 

                                                  
24 peradilan pengadilan
71 (Hak Primer)
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25

26

2001 4

2001 4

gewijsde.
Karena putusan serta merta tersebut 

tidak lagi menunggu hingga adanya 
putusan kasasi dari Mahkamah Agung. 
Dengan demikian, putusan serta merta 

lebih mewujudkan asas peradilan cepat, 
sederhana dan biaya ringan. 
Walau begitu, ptaktik pelaksanaan 

putusan serta meruta tersebut tidak 
selamanya selalu mulus73.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

telah banyak dikeluarkan yang 
mengingatkan para Hakim agar 
berhati-hati dan cermat jika akan 
menjatuhkan putusan terlubih dahulu. 
Tujuannya jelas, untuk menghindari 

kesulitan di kemudian hari bila putusan 
serta merta tersebut dibatalkan oleh 
Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. 
Untuk itu, Mahkamah Agung telah 
mengeluarkan Surat Edaran No.4 Tahun 
2001, yang menyebutkan: “Adanya 
pemberian jaminan yang nilainya sama 
dengan nilai barang/objek eksekusi 
sehingga tidak menimbulkan kerugian 
pada pihak lain apabila ternyata di 
kemudian hari dijatuhkan putusan yang 
membatalkan putusan pengadilan tingkat 
pertama.
Dengan adanya SEMA No. 4 Tahun 2001 

tersebut juga akan menyulitkan si 
pemohon eksekusi bila tidak dapat 
memberikan jaminan yang nilainya sama 
dengan objek sengketa, sedangkan ia 
telah mendapatkan putusan serta merta. 
Berdasarkan pengamatan, penulis 

melihat beberapa eksekusi putusan 
perkara perdata yang harus tertunda, 
misalnya karena adanya perlawanan, 
objek eksekusi tidak sama dengan yang 
ada di lapangan dan lain-lain, dan ada 
juga yang dinyatakan non executable. 
Bahkan, ada pula eksekusi putusan 

perkara perdata yang bertentangan 
dengan putusan pengadilan terhadap 
objek eksekusi. 
Begitu pula, ada putusan pengadilan 

tata usaha negara yang bertentangan 
dengan pelaksanaan putusan perkara 
perdata.
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HIR 195
244 RBG 206 254

1970 14 33
34

1986 2 50 60
2009 48 54

HIR/RBG

Selain itu, banyaknya surat yang
diajukan kepada Mahkamah Agung 
perihal permohonan perlindungan hukum 
dari termohon eksekusi atau pemohon 
eksekusi, bahkan dari Ketua Pengadilan 
Negeri yang memohon petunjuk MA dari 
berbagai kota di Indonesia 
menunjukkann bahwa masih banyak 
diperoleh eksekusi perkara perdata yang 
tertunda atau non executable, atau 
dengan kata lain eksekusi tersebut belum 
seluruhnya berjalan mulus, baik itu 
eksekusi putusan yang sudah in kracht 
van gewijsde ataupun pelaksanaan 
putusan sertamerta. 
Bila memang kondisinya demikian, 

maka pelaksanaan putusan pengadilan 
tersebut belum sepenuhnya bebas dari 
kendala.
Bila langkah penyelesaian perkara 

perdata terlalu lama, maka bisa jadi para 
pencari keadilan akan banyak yang lari 
ke jalur arbitrase. 
Berdasarkan pemikiran di atas, maka 

diperlukan suatu kajian terhadap tata 
cara dan pelaksanaan putusan perkara 
perdata, dihubungkan dengan asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan sebagai upaya membangun negara 
hukum.
Kalau kita perhatikan 

perundang-undangan yang mengatur 
tentang eksekusi putusan perkara 
perdata, terdapat di dalam Reglement 
Indonesia yang diperbarui (Het Hersiene 
Indonesisch 74 ) Pasal 195-244 HIR, 
Reglement Acara Hukum untuk daerah 
luar Jawa dan Madura (Reglement tot 
Regeling van het Rechtwesen in de 
Gewesten Buiten Java en Madura) atau 
RBG Pasal 206-254. 
Selain itu, diatur pula dalam UU No. 14 

Tahun 1970 Pasal 33 dan 34, juga dalam 
UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum Pasal 50 dan 60, UU No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
Pasal 54 serta beberapa SEMA. 
Jadi, pelaksanaan putusan perkara 

perdata saat ini masih sebagian besar 
diatur oleh HIR/RBG yang melupakan 
produk kolonial Belanda. 
Oleh karena itu, dalam pembuatan Kitab 
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Undang-Undang Hukum Acara Perdata 
yang akan datang, memuat ketentuan 
sederhana dalam pelaksanaan putusan 
perkara perdata berupa suatu Hukum 
Acara Perdata yang ‘canggih’, sanggup 
serta sederajat menghadapi pergaulan 
hukum yang hidup antar bangsa-bangsa, 
sebaiknya tidak perlu kehilangan 
identitas nasionalnya. 
Asas-asas hukum nasional, apa pun 

asal-usulnya, perlu dimantapkan demi 
kelangsungan hukum nasional Indonesia 
sebagai suatu sistem hukum positif. 
Eksekusi putusan perkara perdata 

merupakan masalah yang ramai dan 
tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 
masyarakat dan penegakan hukum. 
Semakin banyak perkara perdata yang 

diputus oleh pengadilan, maka sebanyak 
itu pulalah permasalahan eksekusi yang 
harus diselesaikan. 
Dalam praktik peradilan, ternyata 

upaya mengeksekusi putusan Pengadilan 
tidak jarang menemkan hal-hal yang 
cukup memusingkan Ketua Pengadilan 
Negeri sebagai pejabat yang 
memerintahkan pelaksanaan suatu 
eksekusi.
Hampir setiap rencara pelaksanaan 

eksekusi akan menghadapi
masalah-masalah baru yang mendadak 
muncul.
Tentu saja, hal itu sangat merumitkan. 
Selain itu, juga menjadi tantangan 

tersendiri bagi seorang ketua Pengadilan; 
di mana hukum eksekusi benar-benar 
merupakan suatu seni yang menuntut 
syarat keterampilan dan kesabaran, 
kebijaksanaan, dan ketegasan. 
Bila pelaksanaan putusan perkara 

perdata tersebut tertunda atau tidak 
dapat dilaksanakan, tentu hanya akan 
merugikan para pencari keadilan 
sebagaimana yang terkandung dalam 
Justice delayed is justice denied (Keadilan 
yang diberikan terlambat atau ditunda 
adalah sama dengan tidak adil atau 
menyangkal keadilan itu). 
Pelaksanaan putusan perkara perdata 

yang tertunda ataupun yang non 
executable tersebut, selain disebabkan 
oleh hukumnya yang mempunyai 
kelemahan juga karena penerapannya 
yang perlu dibenahi. 
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HIR
RBG

1997 17
BPSP

2002 14 27

2002 14 5 1

HIR dan RBG yang mengatur eksekusi 
putusan perkara perdata merupakan 
perundang-undangan yang berasal dari 
masa sebelum Perang Dunia II, perlu 
segera diganti dengan Hukum Acara 
Perdata Nsional. 
Mengingat masih banyak peraturan 

perundang-undangan yang berasal dari 
warisan zaman Hindia Belanda, maka 
perangkat hukum Indonesia dalam upaya 
menunjang pembangunan hukum itu 
sendiri harus dibenahi. 
Pembangunan bidang hukum harus 

dapat dan mampu mengikuti 
perkembangan masyarakat yang sedang 
berkembang ke arah modernisasi. 
Terlebih lagi, pembangunan hukum 

harus mampu menampung semua 
kebutuhan pengaturan kehidupan 
masyarakat berdasarkan tingkat 
kemajuannya dalam semua bidang. 
Bagi Indonesia, jelaslah hukum berperan 

sebagai sarana pembagunan. 

Hukum dituntut mampu memenuhi 
kebutuhan sesuai dengan tingkat 
kemajuan serta tahap pembangunan 
negara di segela bidang, sehingga dapat 
diterapkan ketertiban dan kepastian 
hukum untuk menjamin serta 
memperlancar pelaksanaan 
pembangunan.
Di samping peraturan-peraturan hukum 

dan aparatur Penegak Hukum, kesadaran 
huku juga merupakan faktor penting lain 
yang perlu diperhitungkan dalam upaya 
membangun kehidupan hukum dalam 
masyarakat.

BAB II 
Asas-Asas Peradilan Umum Di Indonesia 

       Pengadilan Pajak 
UU No.14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak sebelumnya diberi 
nama Badan Penyelesaian Sengketa 
Pajak (BPSP) yang diatur oleh UU No.17 
Tahun 1997. 
Pasal 5 (1) UU 14 Tahun 2002 

menyatakan :  Pembinaan teknis 
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5 2

69 77 3

2004 5
1985 14

31 1

4

4

4

28

peradilan pajak dilakukan oleh 
Mahkamah Agung, dan Pasal 5 ayat (2) 
menyebutkan pembinaan organisasi 
administrasi dan keuangan pengadilan 
pajak dilakukan oleh departemen 
keuangan.

Pasal 69 jo. Pasal 77 ayat (3) memberi 
hak kepada para pihak mengajukan 
peninjauan kembali kepada Mahkamah 
Agung terhadap Putusan Pengadilan 
Pajak.

Hukum Acaranya, berulaku ketentuan 
yang digariskan dalam UU No. 14 Tahun 
1985 sebagainama diubah dengan UU 
No.5 Tahun 2004. 

Pasal 31 ayat (1) menyatakan 
pengadilan pajak mempunyai tugas dan 
wewenang memeriksa dan memutuskan 
sengketa pajak. 

Dengan adanya berbagai lingkungan 
badan peradilan yaitu, peradilan umum, 
peradilan tata usaha negara, peradilan 
agama dan peradilan militer yang 
berpuncak pada Mahkamah Agung maka 
menurut pendapat penulis akan lebih 
baik apabila di Mahkamah Agung 
diadakan kamar-kamar khusus yang 
terdiri dari 4 kamar yang masing-masing 
Hakim Agung menangani kasus-kasus 
dari masing-masing lingkungan empat 
badan peradilan tersebut. 
Dengan demikian adanya hakim agung 

spesialis dari masing-masing lingkungan 
badan peradilan diharapkan adanya 
putusan mahkamah agung lebih mantap 
dibandingkan dengan seorang hakim 
yang memutus semua kasus dari keempat 
lingkungan badan peradilan seperti 
sekarang ini. 
Demikian pula halnya pada pengadilan 

negeri (umum) terdiri dari hakim 
spesialis yang menguasai bidang-bidang 
tertentu yang khusus mengadili perkara 
tertentu pula misalnya, perkara HAM 
berat, Niaga, tindak pidana korupsi, 
hubungan industrial, perikanan, dan 
sebagainya.
Hal ini akan lebih ekonomis 

dibandingkan dengan membentuk 
peradilan tersendiri sekalipun masih 
termasuk dalam lingkup peradilan 
umum.
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2004
2004

617

21156

C.

 1.

HIR 130 RBG154

     2. 

/

 3.

4.

  2. Sumber Daya Manusia Pada Saat Ini
Dalam laporan tahunan Mahkamah 

Agung 2004, yaitu Laporan Tahunan 
Penrtanggung Jawaban Kinerja 
Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Tahun 2004 
disebutkan bahwa setelah berlakunya 
peradilan satu atap pegawai Mahkamah 
Agung terdiri dari: 
1. Pimpinan dan Hakim Agung 49 orang 
2. Hakim Tingg 617 orang 
3. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama 
5,176 orang 
4. PNS 21,156 orang 

BAB III Penyelesaian Perkara Perdata 
Melalui Lembaga Peradilan 

    C. Persidangan Perkara Perdata 
Adapun tahap-tahap persidangan 

perkara perdata tersebut pada pokoknya 
sebagai berikut: 
     1. Usaha Perdamaian 

Dalam persidangan pertama setelah 
kedua belah pihak yaitu pihak 
Penggugat/kuasanya dan pihak 
Tergugat/kuasanya hadir maka 
berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBG 
majelis harus berusaha untuk 
mendamaikan kedua belah pihak. 
     2. Jawaban Tergugat Setelah Tidak 
dicapai Perdamaian. 
Dalam menanggapi surat Gugatan 
Penggugat tersebut, maka pihak 
Tergugat/kuasanya selain menanggapi 
apa yang menjadi pokok perkara, dapat 
juga Tergugat mengajukan 
eksepsi/tangkisan dan bahkan dapat pula 
mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) 
sekaligus bersama-sama dalam jawaban 
Tergugat itu. 
    3. Replik dan Duplik 
Setelah Tergugat mengajukan jawaban, 

maka tahapan pemeriksaan perkara 
perdata di Pengadilan Negeri selanjutnya 
adalah Replik, yaitu jawaban penggugat 
terhadap jawaban Tergugat atas 
gugatannya.
     4. Pembuktian 

Dalam acara pembuktian, pihak 
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     5. 

HIR

3
a.
b.
c. /

4

1.
2.
3.
4.

HIR 182

1.

2.

3.

4.

5. HIR 138 6

6.

2
1.
2. HIR
185 1

Penggugat dan Tergugat mengajukan 
peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang 
menjadi dasar bagi gugatan penggugat 
atau jawaban dari Tergugat. 
     Pemeriksaan Setempat dan 
Pendapat Ahli 
Dua hal ini erat kaitannya dengan 

pembuktian. 

     5. Putusan Perkara Perdata. 
Untuk mengakhiri suatu sengketa, 

hakim terlebih dahulu harus mengetahui 
tentang duduk perkaranya, kemudian 
Hakim menentukan peraturan hukum 
apa yang menguasai sengketa itu. 
HIR tidak mengatur tentang kekuatan 
putusan hakim. 
Putusan mempunyai tiga macam 
kekuatan, yaitu: 
a. Kekuatan mengikat 
b. Kekuatan pembuktian 
c. Kekuatan eksekutorial/kekuatan untuk 
dilaksanakan. 
Suatu putusan Hakim terdiri dari 4 
bagian, yaitu: 
1. Kepala Putusan 
2. Identitas para pihak 
3. Pertimbangan 
4. Amar 
Pada dasarnya pihak yang dikalahkan 

harus dihukum membayar bea perkara.  
Biaya perkara tersebut disebutkan 

dalam Pasal 182 HIR meliputi: 
1. Biaya kantor panitera dan biaya 
meterai 
2. Biaya Saksi, Ahli, Juru Bahasa, Biaya 
Sumpah
3. Biaya pemeriksaan setempat dan 
perbuatan hakim yang lain 
4. Gaji petugas yang diperintahkan 
melakukan panggilan, pemberitahuan, 
dan segala surat juru sita lain. 
5. Biaya yang tersebut dalam Pasal 138(6) 
HIR
6. Gaji yang harus dibayarkan kepada 
panitera pengadilan dan petugas lain 
karena meksanakan putusan. 

Jenis putusan ada dua macam, yaitu: 
1. Putusan akhir 
2. Putusan yang bukan putusan akhir 
atau putusan sela/ putusan antara (Pasal 
185 ayat (1) HIR) 
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1.
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3.
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D.

  1. 
(Verzet)30
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31

A.

2009 48
54

      Asas Putusan Perkara Perdata.
Asas putusan tersebut dijelaskan dalam 

Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, UU. No. 
48 2009, yaitu: 
1. Memuat dasar alasan yang jelas dan 
rinci
2. Wajib mengadili seluruh bagian 
gugatan
3. Tidak boleh mengabulkan melebih 
tuntutan
4. Diucapkan di muka umum 

D. Upaya Hukum dalam Penyelesaian 
Perkara Perdata. 
Setiap putusan hakim dimungkinkan 

untuk diperiksa ulang agar bisa terjadi 
kekeliruan pada putusan itu dapat 
diperbaiki yaitu dengan upaya hukum. 

      Upaya Hukum75 Biasa 
     1. Perlawanan (Verzet) 
     2. Banding 
     3. Kasasi 

       Upaya Hukum Luar Biasa 
1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum 
2. Peninjauan Kembali 

BAB IV Pengegakan Hukum Sebagai 
Salah Satu Unsur Pembangunan Hukum 

BAB V Eksekusi Putusan Pengadilan 
Dalam Perkara Perdata 

    A. Eksekusi Putusan Perkara 
Perdata yang Telah Mempunyai 
Kekuatan Hukum Tetap 
   Dalam Psal 54 UU No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman 

                                                  
29

30 (Verzet)
(Verzet)

31

75

41 

29
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2009 48
54

      Asas Putusan Perkara Perdata.
Asas putusan tersebut dijelaskan dalam 

Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, UU. No. 
48 2009, yaitu: 
1. Memuat dasar alasan yang jelas dan 
rinci
2. Wajib mengadili seluruh bagian 
gugatan
3. Tidak boleh mengabulkan melebih 
tuntutan
4. Diucapkan di muka umum 

D. Upaya Hukum dalam Penyelesaian 
Perkara Perdata. 
Setiap putusan hakim dimungkinkan 

untuk diperiksa ulang agar bisa terjadi 
kekeliruan pada putusan itu dapat 
diperbaiki yaitu dengan upaya hukum. 

      Upaya Hukum75 Biasa 
     1. Perlawanan (Verzet) 
     2. Banding 
     3. Kasasi 

       Upaya Hukum Luar Biasa 
1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum 
2. Peninjauan Kembali 

BAB IV Pengegakan Hukum Sebagai 
Salah Satu Unsur Pembangunan Hukum 

BAB V Eksekusi Putusan Pengadilan 
Dalam Perkara Perdata 

    A. Eksekusi Putusan Perkara 
Perdata yang Telah Mempunyai 
Kekuatan Hukum Tetap 
   Dalam Psal 54 UU No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman 
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(1)

(2)

(3)

55

(1)

(2) 1

32

Subeki

Subeki HIR 10
5

33

disebutkan:
  (1) Pelaksanaan putusan pengadilan 
dalam perkara pidana dilakukan oleh 
jaksa.
  (2) Pelaksanaan putusan pengadilan 
dalam perkara perdata dilakukan oleh 
panitera dan juru sita dipimpin oleh 
ketua pengadilan. 

(3) Putusan pengadilan dilaksanakan 
dengan memperhatikan nilai 
kemanusiaan dan keadilan. 
    Selanjutnya dalam Pasal 55 UU 
tersebut juga menyebutkan: 
   (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi 
pelaksanaan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
   (2) Pengawasan pelaksanaan putusan 
pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 Jelaslah bahwa ketua pengadilan yang 
memerintahkan/menetapkan untuk 
dilaksanakan eksekusi perkara perdata 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
panitera dan jurusita, namum Ketua 
Pengadilan selain mengawasi tetapi juga 
bertanggun jawab sejak diterimanya 
permohonan eksekusi sampai selasainya 
pelaksanaan eksekusi tersebut. 
 Penulis sependapat dengan istilah yang 
digunakan oleh Subeki yang menyebut 
eksekusi 76  dengan istilah pelaksanaan 
putusan yang dalam HIR Bab kesepuluh 
bagian kelima pengertian eksekusi 
disebut dengan istilah menjalankan 
putusan.

Menjalankan putusan pengadilan tiada 
lain daripada melaksanakan isi putusan 
pengadilan yakni melaksanakan secara 
paksa putusan pengadilan dengan 
bantuan kekuatan umum77 apabila pihak 
yang kalah (tereksekusi atau pihak 
tergugat) tidak mau menjalankannya 
secara sukarela. 

Hukum perdata adalah hukum yang 
mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak 
dalam hubungan hukum perdata. 

Hukum Acara Perdata78 adalah hukum 
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HIR RBG

HIR
RBG

HIR RBG HIR 209
223 RBG 242 257

1964 2

yang mengatur cara melaksanakan79 hak 
dan kewajiban pihak-pihak dalam 
hubungan hukum perdata. 

Dalam peraturan Hukum Acara 
Perdata diatur bagaimana cara pihak 
yang dirugikan mengajukan perkaranya 
ke pengadilan, bagaimana cara pihak 
yang diserang mempertahankan diri, 
bagaimana hakim bertindak terhadap 
pihak-pihak yang berperkara, bagaimana 
hakim memeriksa dan memutus perkara, 
sehingga dapat diselesaikan secara adil, 
bagaimana cara melaksanakan putusan 
hakim.

Dengan demikian pelaksanaan putusan 
hakim merupakan akhir dari suatu proses 
perkara perdata. 

Perkara perdata dapat dilihat dari 
berbagai aspek.  

Dalam perkara perdata timbulnya 
perkara karena terjadi pelanggaran, 
terhadap hak seseorang seperti diatur 
dalam hukum perdata. 

Inisiatif berperkara, datang dari pihak 
yang dirugikan. 
Pihak yang mengajukan perkara ke 
pengadilan disebut penggugat (plaintiff) 
sedangkan pihak yang digugat 
(lawannya) disebut tergutat (opposant). 

Ketentuan Hukum Acara Perdata pada 
dasarnya diatur dalam HIR dan RBG, 
dan perundang-undangan lainnya antara 
lain Undang-Undang Kekuasaan 
Kehakiman, Undang-Undang Peradilan 
Umum dan Undang-Undang Mahkamah 
Agung.

Aturan tata cara pelaksanaan putusan 
pengadilan diatur dalam Pasal 196 
sampai dengan Pasal 224 Bab ke sepuluh 
bagian kelima HIR atau Titel bagian ke 
empat RBG Pasal 206 sampai dengan 
Pasal 258 RBG. 

Di anrata pasal-pasal HIR dan RBG 
yang disebutkan di atas yaitu Pasal 209 
sampai dengan 223 HIR atau Pasal 242 
sampai dengan Pasal 257 RBG yang 
mengatur tentang sandera (Gijzeling) 
oleh SEMA No.2 Tahun 1964 pernah 
dinyatakan tidak boleh dipergunakan lagi 
karena dianggap bertentangan dengan 
perikemanusiaan.
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1964
2 1975 4

2000 1
35

HIR 180 RBG 191

2.

HIR
RBG

B.

HIR 130

Namun, SEMA No.2 Tahun 1964 dan 
SEMA No. 4 Tahun 1975 dinyatakan 
tidak berlaku lagi oleh peraturan 
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 
tentang Lembaga Paksa Badan. 

Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBG 
mengatur tentang plaksanaan putusan 
serta merta. 

Akan tetapi terhadap asas/prinsip 
tersebut masih ada perkecualiannya 
sebagaimana ditentukan dalam 
undang-undang yaitu: 
1. Pelaksanaan putusan lebih dahulu. 
2. Pelaksanaan putusan provisi. 

Terhadap dua putusan ini Pasal 180 (1) 
HIR atau Pasal 191(1) RBG memberi hak 
kepada penggugat untuk mengajukan 
permintaan agar putusan dapat 
dijalankan eksekusinya lebih dulu 
sekalipun Tergugat mengajukan banding 
atau kasasi. 

     B. Eksekusi Terlebih Dahulu 
     Eksekusi Putusan Perdamaian 

Pada asasnya putusan Pengadilan yang 
dapat dieksukusi ialah putusan 
pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
     Putusan perdamaian disamakan 
dengan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap, dan dapat 
dimintakan eksekusi bila salah satu 
pihak tidak mau melaksanakan secara 
sukarela kesepakatan yang tercantum 
dalam putusan perdamaian (dading) 
tersebut.

Pasall 130 HIR berbunyi sebagai 
berikut:
1. Jika pada hari yang ditentukan kedua 
belah pihak datang, maka Pengadilan 
Negeri denga pertolongan Ketua mencoba 
akan memperdamaikan mereka. 
2. Jika perdamaian yang demikian itu 
dapat dicapai, maka itu, dalam mana 
kedua belah pihak dihukum akan 
menepati peranjian80 yang diperbuat itu, 
surat mana akan berkekuatan dan akan 
dijalankan sebagai putusan yang biasa. 

Jadi jika kedua belah pihak yang 
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36

HIR 200 11 RV
1033

HIR 195
200

37

berperkara berdamai kemudian minta 
pada pengadilan agar pedamaian 81  itu 
menjadi putusan perdamaian. Dan agar 
perdamaian itu tidak diingkari oleh salah 
satu pihak maka dalam diktum putusan 
dimuat kalimat: Menghukum para pihak 
untuk mentaati dan melaksanakan isi 
persetujuan perdamaian. 

Pada setiap putusan perdamaian atau 
akta perdamaian seperti disebutkan di 
atas selain mempunyai kekuatan 
mengikat juga mempunyai kekuatan 
hukum eksekusi seperti yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 

Apabila salah satu tidak melaksanakan 
secara sukarela isi putusan perdamaian 
itu, maka pihak yang lain dapat 
mangajukan permohonan eksekusi pada 
Ketua Pengadilan supaya pihak yang 
ingkar dipaksa memenuhi bunyi 
perdamaian itu, kalau perlu dengan 
bantuan polisi. 

Jika putusan perdamaian mengandung 
eksekusi riil maka segala ketentuan 
eksekusi riil yang diatur dalam Pasal 200 
ayat (11) HIR atau Pasal 1033, RV, 
berlaku sepenuhnya dalam kasus 
eksekusi putusan perdamaian. 

Kalau yang terkandung dalam putusan 
perdamaian berupa eksekusi pembayaran 
sejumlah uang, berlaku sepenuhnya 
aturan eksekusi yang diatur dalam Pasal 
195 sampai dengan Pasal 200 HIR. 

  Penundaan Eksekusi 
Setiap putusan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap harus 
dijalankan eksekusinya. 

Namun dekian terhadap setiap 
eksekusi pada umumnya selalu ada 
reaksi permintaan penundaan eksekusi 
tersebut terutama datang dari termohon 
eksekusi, tetapi ada kalanya datang dari 
pihak ketiga. 

Permohonan penundaaan tersebut 
didasarkan atas berbagai macam alasan. 

Pada umumnya alasan tersebut tidak 
relevan sehingga tekesan hanya akan 
mengulur waktu eksekusi saja. 
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     A. 

1.
38

     2.

Tetapi ada kalanya didasarkan atas 
alasan yang cukup kuat sehingga perlu 
dipertimbangkan.

Penundaan eksekusi bersifat kasuistis 
dan tidak ada patokan untuk menunda 
eksekusi.

Misalnya peninjauan kembali tidak 
berlaku sebagai alasan penundaan 
eksekusi, namun kalau alasan peninjauan 
kembali itu bobotnya kuat sehingga 
diperkirakan peninjauan kembali itu 
akan membatalkan putusan yang akan 
dieksekusi maka dapat dijadikan alasan 
untuk menunda eksekusi. 

Penundaan eksekusi bersifat 
ekseptionil atau merupakan tindakan 
pegecualian dari asas umum hukum 
eksekusi.

A 82 . Hambatan-hambatan dalam 
Eksekusi Putusan Perkara Perdata 
  Hampir setiap eksekusi yang akan 
dijalankan sering dihadapkan pada 
permasalahan yang muncul sehingga 
menghambat kelancaran jalannya 
eksekusi.

Hal-hal yang menyebabkan 
terhambatnya eksekusi itu antara lain 
sebagai berikut: 

1. Biaya yang wajib dibayarkan karena 
besarnya biaya belum terpenuhi oleh 
pemohon 

Besarnya biyaya tergantung kepada 
perbuatan eksekusi apa yang akan 
dilakukan, jauh dekatnya tempat barang 
berada, terpencar tidaknya barang, 
mudah tidaknya transportasi. 
Pengosongan sekalipun tidak ada biaya 

iklan jika menyangkut tanah yang luas 
ada banyak penghuninya, akan 
memerlukan biaya yang cukup banyak. 
Otomatis jika biaya belum terpenuhi 

oleh pemohon maka eksekusi belum bisa 
jalan.
Lain halnya kalau eksekusi perkara 

pidana tidak diperlukan biaya-biaya 
seperti dalam eksekusi perkara perdata. 
2. Adanya perlawanan oleh orang 

lain/pihak ketiga dan peninjauan 
kembali.
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(Perlawanan) (verzet)
39

HIR 195 6

HIR 207 3

40

     Bagi termohon eksekusi, setelah 
adanya tegoran(Aanmaning) diterima, 
jika tenggang peringatan yang telah 
ditentukan tidak memenuhi bunyi 
putusan maka eksekusi akan segera 
dilakukan.
    Pada saat itulah biasanya 
perlawanan diajukan lain halnya bagi 
pihak ketiga yang pada umumnya baru 
tahu ada eksekusi setelah diumumkan 
lewat surat kabar atau pada waktu 
pelaksanaan di lapangan, maka pihak 
ketiga akan mengajukan verzet83 setelah 
ada perlawanan84.
Pasal 195(6) HIR menentukan 

perlawanan terhadap pelaksanaan 
putusan oleh terekseksi atau orang lain 
yang mengakui barang yang disita itu 
sebagai miliknya, diajukan kepada dan 
diputuskan oleh pengadilan negeri yang 
dalam daerah hukumnya harus 
dilaksanakan putusan itu. 
Jadi jelas undang-undang sendiri 

mengatur perlawanan yang diajukan oleh 
termohon eksekusi maupun orang lain. 

Namun demikian, Pasal 207(3) HIR 
menyebutkan bahwa pada asasnya 
perlawanan tidak menangguhkan 
eksekusi, kecuali jika Ketua memberi 
perintah supaya hal itu ditangguhkan 
sampai Pengadilan Negeri mengambil 
keputusan.
Dalam praktik sering termohon eksekusi 

yang mengajukan perlawanan, karena 
proses eksekusinya tetap dilanjutkan lalu 
mengirim surat pada Ketua Mahkamah 
Agung baik berupa mohon perlindungan 
hukum maupun sifatnya melaporkan 
KPN yang bersangkutan. 
Begitu pula dalam hal eksekusi 

ditangguhkan karena ada perlawanan, 
pihak pemohon eksekusi yang mengadu 
kepada Ketua Mahkamah Agung karena 

                                                  
39 perlawanan
40

83 Marwan. (P.636.) Verzet: Perlawanan; Upaya hukum terhadap putusan yang diajukan di luar hadirnya 
tergugat. (H. Perdata).Sudarsono.(p.569). Verzet(Bld); Perlawanan (lihat pasal 156 ayat 4,5 UU. No. 8 
Tahun 1981), yaitu: (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya 
diterima oleh pengadilan tinggi,waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya 
membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk 
memeriksa perkara itu. 
84 Marwan.(p.508). Perlawanan: Bantahan yang diberikan oleh tergugat terhadap putusan verstek atau 
putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. 
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Jl. Pesapen Kali 
26 Surabaya Esterina 
Visibaharianie

A. Kedungdoro No.84F 
Surabaya Paulus Wijaya

2004 3 29

2004 7 16

1. 1985
14 66 2

2.
No.2824 K/PDT/2001/PN BJM jo. No. 
91/Pdt/2000/PT/ BJM jo. 
No.15/PDT.G/2000/PN.BJM

eksekusi ditangguhakn.
Sebagai contoh yaitu Surat Permohonan 

Perlindungan hukum yang diajukan oleh 
Esterina Visibaharianie, Penasehat 
Hukum Jl. Pesapen Kali 26 Surabaya 
sebagaimana disebutkan di atas. 
Begitu pula halnya dengan adanya 

Peninjauan Kembali(PK). 
Sering termohon eksekusi yang 

mengajukan PK memohon agar eksekusi 
ditunda sampai keluarnya putusan PK 
dan karena eksekusi oleh KPN tetap 
dilanjutkan lalu termohon eksekusi 
mengadu atau memohon perlindungan 
hukum pada Ketua Mahkamah Agung. 
  Sebaliknya bila eksekusi ditunda 
karena adanya PK maka pihak Pemohon 
Eksekusi yang mengadu pada Ketua 
Mahkamah Agung. 

Sebagai contoh adanya surat dari 
Paulus Wijaya, A. Kedungdoro No.84F 
Surabaya tentang Permohonan 
Perlindungan Hukum dan penangguhan 
eksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri 
Banjarmasin, tanggal 29 Maret 2004 yang 
pada intinya mohon agar eksekusi lelang 
ditangguhkan sampai dengan diputusnya 
perkara tersebut dalam tingkat 
peninjauan kembali dan atau sampai 
gugatan dan perlawanan pemohon 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Terhadap surat tersebut telah dijawab 

oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 
Juni 2004 yang pada pokoknya sebagai 
berikut:
1. Peninjauan kembali tidak menunda 

eksekusi (vide Pasal 66 ayat (2) 
Undang-Undang No.14 Tahun 1985) 
2. Pelaksanaan maupun penundaan 

eksekusi putusan Mahkamah Agung RI 
No.2824 K/PDT/2001/PN BJM jo. No. 
91/Pdt/2000/PT/ BJM jo. 
No.15/PDT.G/2000/PN.BJM adalah 
wewenang dan tanggung jawab Ketua 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan 
dan pengawasannya dilakukan oleh 
Ketua, Pengadilan Tinggi setempat 
selaku kawal depan Ketua Mahkamah 
Agugn RI di daerah. 
Dari jawaban Ketua Mahkamah Agung 

tersebut di atas jelaslah bahwa, pada 
asasnya adanya perlawanan dan 
peninjauan kembali tidak menunda 
eksekusi.
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    3. 

/

PT. Sinar Terang/Susanto
1

PT. Sinar 
Terang/Susanto PT. Sinar 
Terang41

Susanto42

PT. Sinar Terang

No. 556k/Sip/1971 tanggal 20 
Nopember 1971

  4. 

Arthaloka

PK No.472 
PK/PDT/2000 No.25 PK/Pid/1998

 No.040 PK/Pid/1998
43

PK No.472 PK/PDT/2000

    3. Hambatan karena bunyi/redaksi 
putusan.
Adakalanya redaksi dalam surat 

putusan kurang jelas yang dapat 
menimbulkan penafsiran yang 
bermacam-macam. 
Hal yang demikian dapat terjadi 

misalnya karena Penggugat/kuasanya 
kurang cermat dlam menyusun redaksi 
petitum gugatan sedangkan hakimnya 
mengabulkan begitu saja apa yang 
diminta dalam petitum gugatan tersebut. 
Sebagai contoh misalnya amar putusan 

yang berbunyi: 
“Menyatakan Tergugat PT. Sinar 

Terang/Susanto untuk membayar kepada 
Penggugat sebanyak RP. 100.000.000,-“ 
Kata menyatakan tersebut sebetulnya 

akan lebih tepat diganti dengan kata 
menghukum.”85

Tapi dalam kasus ini kesulitannya yang 
dihukum PT. Sinar Terang/Susanto 
padahal PT. Sinar Terang tersebut telah 
lama bubar dan tidak diketahui lagi 
pengurusnya sedangkan Susanto itupun 
juga bukan pengurus dari PT. Sinar 
Terang dan juga bukan Tergugat dalam 
perkara tersebut. 
Sebenarnya hakim mempunyai 

wewenang untuk memperbaiki 
kata/kalimat dalam lingkup redaksional 
supaya menurut hukum lebih dapat 
dipertanggungjawabkan (Putusan
Mahkamah Agung No. 556k/Sip/1971 
tanggal 20 Nopember 1971). 

   4. Hambatan karena putusan-putusan 
yang saling bertentangan 
Sebagai contoh dalam kasus eksekusi 

Arthaloka sebagaimana disebutkan di 
atas disebabkan adanya dua putusan 
Mahkamah Agung dalam tingkat 
Peninjauan Kembali yaitu putusan PK 
No.472 PK/PDT/2000 tanggal 28 Juni 
2002 dan putusan Mahkamah Agung 
No.25 PK/Pid/1998 dan No.040 
PK/Pid/1998. 
Untuk melaksanakan/eksekusi putusan 
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No.18/2003 Eks

PT. Mahkota Real Estate

No.472 PK/2000
19 Desember 1997 No.3664

K/PDT/1996

PT. Mahkota Real Estate

1997 No. 
3664K/Pdt/1996

I II

Jl. Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta 
Pusat Arthaloka /

16,6000m2

16,600m2

23,185m2-16,600m2=6,585m2 II

No. 205/Karat Tengsin
I44

16,600m2

I II
45

16,600m2

I II
46

PK No.472 PK/PDT/2000 tersebut juga 
telah menimbulkan adanya dua 
penetapan Ketua Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat No.18/2003 Eks Tanggal 6 
September 2004 yang berbeda dengan 
tanggal 9 September 2003. 
Adapun permasalaannya sebagai 

berikut:
Dasar Permohonan Eksekusi dari PT. 

Mahkota Real Estate adalah Putusan 
Peninjauan Kembali tanggal 28 Juni 2002 
No.472 PK/2000, yang membatalkan 
putusan kasasi tanggal 19 Desember 1997 
No.3664 K/PDT/1996. 
Dalam Putusan PK tersebut berbunyi 

segabai berikut: 
  Mengabulkan Permohonan Peninjauan 
Kembali dari PT. Mahkota Real Estate 
tersebut.
Membatalkan putusan Mahkamah 

Agung RI tanggal 19 Desember 1997 No. 
3664K/Pdt/1996. 
Dan Mahkamah Agung mengadili sendiri 

sebagai berikut: 
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk 
sebagian
- Menyatakan Tergugat I dan II telah 
melakukan perbuatan melawan hukum 
- Menyatakan tanah seluas 16,6000 m2, 
yang terletak di sebelah kiri/di 
sampingnya gedung PT. Arthaloka di Jl. 
Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat, 
adalah milik Penggugat. 
Untuk luas tanah selebihnya/sisanya 

(yang berada di belakangnya tanah 
16,600 m2) yaitu 23,185 m2-16,600 m2 = 
6,585 m2 adalah milik Tergugat II. 
- Menyatakan sertifikat Hak Guna 
Bangunan(HGB) No. 205/Karat Tengsin 
(tertulis atas nama Tergugat I) untuk 
sebatas tanah seluas 16,600 m2/tidak 
mempunyai kekuatan hukum.  
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan 
Tergugat II atau siapa saja yang 
mendapat hak daripadanya supaya 
mengosongkan dan menyerahkan tanah 
seluas 16,600 m2 tersebut dalam keadaan 
baik dan aman kepada Penggugat. 
- Menghukum kepada Tergugat I dan 
Tergugat II (baik secara sendiri sendiri 
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mempunyai kekuatan hukum.  
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan 
Tergugat II atau siapa saja yang 
mendapat hak daripadanya supaya 
mengosongkan dan menyerahkan tanah 
seluas 16,600 m2 tersebut dalam keadaan 
baik dan aman kepada Penggugat. 
- Menghukum kepada Tergugat I dan 
Tergugat II (baik secara sendiri sendiri 
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16,600m2

No.501/Pdt/, G.VI47/1993/PN. Jkt. 
Pst.

16,600m2
23,185 m2-16,600 m2 = 6,585 m2

PT.Arthaloka
(

)

II, IV,V,VI VII

I/II
/

Aanmaning

No.76/VIII/Pid. B/1986/PN JKT PST

1. Widodo Sukarno , PT. Mahkota Real 

ataupun secara tanggung renteng) 
membayar uang paksa (dwangsom) per 
hari sebesar Rp. 500,000 (Lima ratus ribu 
rupiah) kepada Penggugat setiap kali 
terlambat melaksanakan penyerahan 
tanah tersebut, terhitung sejak putusan 
ini diberitahukan kepada yang 
bersangkutan.
- Menyatakan sah dan berharga sita 
jaminan atas tanah seluas 16,600 m2 
sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 
10 Nopember 1993 No.501/Pdt/, 
G.VI86/1993/PN. Jkt. Pst. 

- Menyatakan sita jaminan atas luas 
tanah selebihnya dari 16,600 m2, yaitu 
23,185 m2-16,600 m2 = 6,585 m2 dan 
tanah dan bangunan gedung PT. 
Arthaloka tidak sah dan harus diangkat 
(Berita Acara Sita Jaminan tanggal 10 
November 1993 dan tanggal 10 Nopember 
1993)87.
- Menghukum kepada Tergugat II, IV, V, 
VI dan VII tunduk pada putusan ini. 
- Menolak tuntutan/gugatan Penggugat 
unutk selain dan selebihnya. 
Dan dalam Rekonpensi 88  Menolak 

gugatan Penggugat I/II Rekonpensi 
seluruhnya dan dalam Rekonpensi 
Menghukum para Termohon Peninjauan 
Kembali/Para Tergugat membayar biaya 
perkara dalam semua tingkat peradilan 
yang dalam pemeriksaan Peninjauan 
Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 
150,000.-(seratus lima puluh rupiah). 
Kalau kita perhatikan putusan tersebut 

bersifat kondemnatoir sehingga 
karenanya oleh Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat telah diberikan tegoran 
(Aanmaning) kepada para Termohon 
Eksekusi.
Permasalahannya di sini objek eksekusi 

dalam perkara ini adalah termasuk salah 
satu barang bukti dalam perkara pidana 
No.76/VIII/Pid. B/1986/PN JKT PST atas 
nama terdakwa: 
1. Drs Widodo Sukarno, Presiden 
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87 November Nopember
88 Rekonvensi:Gugatan balasan. Gugatan balik. (Marwan.(2009)).Rekonvensi: Suatu perjanjian 
kembali.(Sudarsono(2009)). 

51ICD NEWS　第53号（2012.12）



52 

Estate
2. Rudy Pamaputera , PT. Mahkota Real 
Estate

PT. Taspen48 Persero

1.
Jalan Jenderal Sudirman Kavling No.2 

Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan 
Tanah Abang Jakarta Pusat

23,000m2 Arthaloka
PT. Mahkota Real 

Estate
sebelumnya PT. Archipelago

No. 339/Pid/I 986/PT. DKI

No. 563 K/Pid/1987

No.339/PidB/1986/PT. DKI

“ ”

No. 25PK/ Pid/1988

No. PTJ. PDT 
555.1170 2003 Jalan Jenderal 
Sudirman Kav. No.2 Kelurahan Karet 

Direktur PT. Mahkota Real Estate 
2. Ir. Rudy Pamaputera, Direktur PT. 
Mahkota Real Estate 
Dalam putusan perkara tersebut para 

terdakwa dinyatakan bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama dan merupakan perbuatan 
berlanjut.

Menghukum para terdakwa dengan 
hukuman penjara masing-masing selama 
14 tahun. 

Merampas untuk negara cq. PT. Taspen 
Persero barang-barang bukti berupa 

1. Tanah yang terletak 
Di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 

No.2 Kelurahan Karet Tengsin, 
Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, 
seluas 23,000m2 / halaman dan 
pelataran parkir gedung Arthaloka atas 
nama PT. Mahkota Real Estate, 
sebelumnya atas nama PT. Archipelago. 
Dst. ... 

- Putusan tersebut di atas dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi Jakarta dalam 
Putusan No. 339/Pid/I 986/PT. DKI 89

tanggal 2 Pebruari 1987. 
- Dalam tingkat kasasi yaitu dengan 
putusan Mahkamah Agung No. 563 
K/Pid/1987 permohonan kasasi para 
terdakwa ditolak dan memperbaiki 
putusan pengadilan Tinggi 
No.339/PidB/1986/PT. DKI 90  sekadar 
mengenai kealifikasinya sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
“Korupsi dilakukan bersama-sama dan 

berulang kali sebagai perbuatan 
berlanjut.”
- Dalam rangka Tingkat Peninjauan 
Kembali yaitu dengan putusan 
Mahkamah Agung No. 25PK/ Pid/1988 
tanggal 14 Agustus 1991 berbunyi sebagai 
berikut: “Menolak permohonan 
Peninjauan Kembali dari terdakwa.” 
- Dengan adanya fakta tersebut 
Pengadilan Tinggi Jakarta dengan 
suratnya tertanggal 12 Mei 2003 No. PTJ. 
PDT 555.1170 2003 telah berpndapat 
bahwa barang bukti hasil kejahatan 

                                                  
48 Tabungan Pensiun Pegawai Negeri.
89

90
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Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, 
Jakarta Pusat 23,000m2

Arthaloka
PT. Mahkota Real Estate

Archipelago

PT. Taspen(Persero)

Arthaloka Indonesia
PT Taspen

No.
472.PK/Pdt/2000

/

No.
KMA/607/IX/2003

Jalan Jenderal Sudirman Kav. No. 
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan 
Tanah Abang, Jakarta Pusat

23,000m2 Arthaloka
PT. Mahkota Real Estate

PT. 
Archipelago

No.018/2003 eks jo. 
501/Pdt.G/1993/PN Jakarta Pusat

No.625 / Pdt/1995/PT. DKI
No.

3664K/Pdt/1996

I Made Karna

berupa tanah di Jalan Jenderal Sudirman 
Kav. No.2 Kelurahan Karet Tengsin, 
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 
seluas 23,000 m2 / halaman dan 
pelataran parkir gedung Arthaloka, atas 
nama PT. Mahkota Real Estate yang 
sebelumnya atas nama Archipelago, talah 
dirampas untuk negara cq. PT. 
Taspen(Persero) dan putusan tersebut 
telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri 
Jakarta Pusat dan pula telah diterbitkan 
sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama 
PT. Arthaloka Indonesia (anak 
perusahaan PT. Taspen) sehingga oleh 
karenanya atas tanah tersebut di atas 
tidak dapat dieksekusi atas putusan No. 
472.PK/Pdt/2000 (harus dinyatakan non 
eksekutable) karena pihak Penggugat / 
Pemohon Peninjauan Kembali dalam 
perkara perdata tersebut adalah juga 
pihak terdakwa yang telah dihukum 
dalam perkara pidana tersebut di atas. 
Berdasarkan pertimbangan di atas dan 

sesuai pula dengan surat Ketua 
Mahkamah Agung tanggal 5 September 
2003 No. KMA/607/IX/2003 maka Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Penulis 
sendiri) pada tanggal 9-9-2003 
mengeluarkan penetapan sebagai berikut:
Menyatakan bahwa pelaksanaan 

eksekusi perkara Perdata No.018/2003 
eks jo. 501/Pdt.G/1993/PN Jakarta Pusat 
tanggal 10 Januari 1995 jo. Putusan 
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.625 / 
Pdt/1995/PT. DKI tanggal 30 Januari 
1996 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 
3664K/Pdt/1996 tanggal 19 September 
1997 jo. Putusan peninjauan Kembali 
Mahkamah Agung Ri No. 472PK/Pdt/2000 
tanggal 28 Juni 2002, terhadap sebidang 
tanah di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 
No. Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan 
Tanah Abang, Jakarta Pusat, seluas 
23,000m2 / halaman dan pelataran parkir 
gedung Arthaloka atas nama, PT. 
Mahkota Real Estate yang sebelumnya 
atas nama, PT. Archipelago, tidak dapat 
dilaksanakan (non eksekutable). 
Namun demikian dengan adanya 

penggantian Ketua Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, maka penetapan non 
eksekutable di atas pada tanggal 6 
September 2004 oleh Ketua Pengadilan 
Negeri yang baru (I Made Karna) dicabut 
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d

49

    5. 
No.765/Pdt G/1987/PN JKT 

PST jo. No.497/Pdt/1988/PT DKI jo. 
No.370 K/Pdt/1989 jo. No. 434 
PK/Pdt/1990/

Johnny 
Kesuma Ny. 
Christine Hartani Tjakra

No.497/Pdt/I988/PT DKI

I I
Ny. Christine Hartani Tjakra
II II

PT. Golden Deer

No.765/pdt/g/vi/ I987/ pnjktpst

.

2.

dan dibatalkan.
Dengan adanya penetapan itu lalu pada 

tanggal 15 Desember 2004 dilaksanakan 
pengosongan sekalipun belum diserahkan 
kepada pemohon eksekusi karena adanya 
surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung 
(Mariana Sutadi) yang mengatakan 
bahwa tanah yang dieksekusikan adalah 
milik negara tidak dapat diletakkan sita 
berdasarkan Undang-Undang 
Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 
Pasal 50 huruf d. 

5. Hambatan dalam Eksekusi di 
Lapangan
Sebagai contoh adanya hambatan di 

lapangan dalam pelaksanaan eksekusi 
perkara. No.765/Pdt G/1987/PN JKT PST 
jo. No.497/Pdt/1988/PT DKI jo. No.370 
K/Pdt/1989 jo. No. 434 PK/Pdt/1990/ 
Dalam perkara ini pemohon eksekusi 

adalah Johnny Kesuma sedangkan 
Termohon Eksekusi adalah Ny. Christine 
Hartani Tjakra. 
Dasar diajukannya permohonan, 

eksekusi adalah putusan Pengadilan 
Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Oktober 
1988, No.497/Pdt/I988/PT DKI yang 
amarnya berbunyi sebagai berikut91:
Menerima permohonan banding dari 

Pembanding I, semula Tergugat I 
Kompensi/Penggugat, Rekonpensi: Ny. 
Christine Hartani Tjakra dan 
Pembanding II semula Tergugat II 
Kompensi PT. Golden Deer tersebut; 
Membatalkan putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat 22 Juni 1988, 
No.765/pdt/g/vi/ I987/ pnjktpst, yang 
dimohonkan banding tersebut. 
Dan Dengan Mengadili Sendiri 

1. Mengabulkan gugatan dari Terbanding, 
semula Penggugat Konpensi/Tergugat 
Tekonpensi untuk sebagian. 
2. Menyatakan dan berharga Sita 
Jaminan atas hak tanah berikut hak di 
atasnya, termasuk bangunan yang 
terletak di: 

                                                  
49 Umi Kalsum No217/K/PDT/2006

PT. Mahkota
Vivanews 

http://nasional.vivanews.com/news/read/9793-tanah_taspen_dipagari__negara_rugi_rp_2_4_m
91
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PST jo. No.497/Pdt/1988/PT DKI jo. 
No.370 K/Pdt/1989 jo. No. 434 
PK/Pdt/1990/

Johnny 
Kesuma Ny. 
Christine Hartani Tjakra

No.497/Pdt/I988/PT DKI

I I
Ny. Christine Hartani Tjakra
II II

PT. Golden Deer

No.765/pdt/g/vi/ I987/ pnjktpst

.

2.

dan dibatalkan.
Dengan adanya penetapan itu lalu pada 

tanggal 15 Desember 2004 dilaksanakan 
pengosongan sekalipun belum diserahkan 
kepada pemohon eksekusi karena adanya 
surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung 
(Mariana Sutadi) yang mengatakan 
bahwa tanah yang dieksekusikan adalah 
milik negara tidak dapat diletakkan sita 
berdasarkan Undang-Undang 
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lapangan dalam pelaksanaan eksekusi 
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jo. No.497/Pdt/1988/PT DKI jo. No.370 
K/Pdt/1989 jo. No. 434 PK/Pdt/1990/ 
Dalam perkara ini pemohon eksekusi 

adalah Johnny Kesuma sedangkan 
Termohon Eksekusi adalah Ny. Christine 
Hartani Tjakra. 
Dasar diajukannya permohonan, 

eksekusi adalah putusan Pengadilan 
Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Oktober 
1988, No.497/Pdt/I988/PT DKI yang 
amarnya berbunyi sebagai berikut91:
Menerima permohonan banding dari 

Pembanding I, semula Tergugat I 
Kompensi/Penggugat, Rekonpensi: Ny. 
Christine Hartani Tjakra dan 
Pembanding II semula Tergugat II 
Kompensi PT. Golden Deer tersebut; 
Membatalkan putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat 22 Juni 1988, 
No.765/pdt/g/vi/ I987/ pnjktpst, yang 
dimohonkan banding tersebut. 
Dan Dengan Mengadili Sendiri 

1. Mengabulkan gugatan dari Terbanding, 
semula Penggugat Konpensi/Tergugat 
Tekonpensi untuk sebagian. 
2. Menyatakan dan berharga Sita 
Jaminan atas hak tanah berikut hak di 
atasnya, termasuk bangunan yang 
terletak di: 
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a. Jalan Ridwan I No.33 Rt. 005/RW. 07 
Patal Senayan Kelurahan Grogol Utara, 
Jakarta Selatan; 
b. Cipayung Girang, Kecamatan Cisarua, 
Bogor;
c. Jalan Hanglekir Terusan IV Kav. No.14 
Simpruk,
d. Jalan Raya Pulogadung No.9 Kawasan 
Industri Pulogadung Kelurahan 
Rawateratai, Jakarta Timur; 
e. Jalan Kramat Raya No.142, Jakarta 
Pusat
f. Jalan Pintu Air No.38-1, Jakarta Pusat 
3. I I

a. Bank Bumi Daya Cabang Wisma 
Nusantara A/C50 No. 067010-43448; 
b. Bank Garansi yang dikeluarkan oleh 
PT. BANK BUANA INDONESIA, No. : 
67 51 /GB/141 jatuh tempo tanggal 1 
Desember 1987; 
87/GB/142 jatuh tempo tanggal 1 Januari 
1988 
87/GB/143 jatuh tempo tanggal 1 
Pebruari 1988 
67/GB/144 jatuh tempo tanggal 1 April 
1988; 
c. Giro Bilyet yang dikeluarkan oleh PT. 
BANK BUANA INDONESIA, No.: 
234714, tanggal 30 Januari 1988 Rp. 
300,000,000.- 
234712, tanggal 30 Desember 1987 Rp. 
7,500,000.- 
234713, tanggal 30 Januari 1988 Rp. 
7,500,000.- 
4. PT. RATU 

IRAMA INTERNATIONAL

a. Akta Notaris No.71 sampai dengan 
No.78; 
b. Akta Notaris No.98 sampai dengan 
No.99; 

a. Jalan Ridwan I No.33 Rt. 005/RW. 07 
Patal Senayan Kelurahan Grogol Utara, 
Jakarta Selatan; 
b. Cipayung Girang, Kecamatan Cisarua, 
Bogor;
c. Jalan Hanglekir Terusan IV Kav. No.14 
Simpruk,
d. Jalan Raya Pulogadung No.9 Kawasan 
Industri Pulogadung Kelurahan 
Rawateratai, Jakarta Timur; 
e. Jalan Kramat Raya No.142, Jakarta 
Pusat
f. Jalan Pintu Air No.38-1, Jakarta Pusat 
3. Menyatakan pula sah dan berharga 

Sita Jaminan atas R/C92 Pembanding I, 
semula Tergugat I Konpensi/Penggugat 
Rekonpensi yang berada pada bank-bank:
a. Bank Bumi Daya Cabang Wisma 
Nusantara A/C93 No. 067010-43448; 
b. Bank Garansi yang dikeluarkan oleh 
PT. BANK BUANA INDONESIA, No. : 
67 94 /GB/141 jatuh tempo tanggal 1 
Desember 1987; 
87/GB/142 jatuh tempo tanggal 1 Januari 
1988 
87/GB/143 jatuh tempo tanggal 1 
Pebruari 1988 
67/GB/144 jatuh tempo tanggal 1 April 
1988; 
c. Giro Bilyet yang dikeluarkan oleh PT. 
BANK BUANA INDONESIA, No.: 
234714, tanggal 30 Januari 1988 Rp. 
300,000,000.- 
234712, tanggal 30 Desember 1987 Rp. 
7,500,000.- 
234713, tanggal 30 Januari 1988 Rp. 
7,500,000.- 
4. Menyatakan batal demi hukum 

seluruh transaksi penjualan dan 
pembelian saham PT. RATU IRAMA 
INTERNATIONAL dan 
transaksi-transaksi lainnya serta 
perjanjian-perjanjian lainnya yang 
tercantum dalam 
a. Akta Notaris No.71 sampai dengan 
No.78; 
b. Akta Notaris No.98 sampai dengan 

                                                  
50 Account or account current. 
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92 R/C=Rekening Courant=Rekening Koran= R/K Account Current = Corrent 
Account= A. Teeuw. (2009)642
93 Account or account current. 
94
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5.
II II

I
I

6. I I
modal 

pokok 2,217,000 254,000,000

7. II II

8. IV V
petitum 52

9.

No.370 K/ PDT/ I 
989

I II

Ny. Christine Hartani Tjakra
Padmosumasto 

J.G. Belantari
PT. Golden Deer Ny. Sri 

Redjeki Kusnun  Tatang 
Suganda

III
III 

Johny Kesuma
Soedarjo

No. 434 PK/PDT/1990

( )

1 NY. Christine Hartani Tjakra ,

No.99;
5. Menyatakan demi hukumbahwa 

barang-barang yang tercantum dalam 
akta No.98 dan akta No.99 yang sekarang 
berada di Pembanding II, semula 
Tergugat II Konpensi harus dikembalikan 
kepada Pembanding I, semura Tergugat I 
kompensi/Penggugat Rekonpensi; 
6. Menghukum Pembanding I, semula 

Tergugat I Konpensi/Penggugat 
Rekonpensi untuk mengembalikan 
kepada Terbanding, semula Penggugat 
Konpensi/Tergugat Rekonpensi modal 
pokok sebesar U$ 2,217,000 (Dua juta dua 
ratus tujuh belas ribu dollar Amerika) 
dan uang rupia sebesar 254,000,000.-; 
7. Memerintahkan agar Pembanding II, 

semula Tergugat II Konpensi tunduk dan 
taat pada putusan di atas; 
8. Menyatakan tidak dapat diterima 

Gugatan yang tercantum dalam petitum 
angka Romawi IV dan V tersebut; 
9. Menolak Gugatan dari Terbanding, 

semula Penggugat Konpensi Tergugat 
Rekonpensi Tersebut untuk selebihnya; 
Putusan Mahkamah Agung dalam 
Tingkat Kasasi tanggal 25 September 
1989 No.370 K/ PDT/ I 989 amarnya 
berbunyi sebagai berikut: 
Menolak permohonan Kasasi dari 
pemohon-pemohon Kasasi I dan II: 
1. Ny. Christine Hartani Tjakra, dalam 

hal ini diwakili oleh kuasanya J.G. 
Belantari, Pengacara pada kantor 
Padmosumasto, dan 2. PT. Golden Deer, 
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Ny. 
Sri Redjeki Kusnun dan Tatang Suganda, 
Advokat & Pengacara tersebut;  
Menolak permohonan Kasasi dari 

Peromohonan 95  Kasasi III; Johny 
Kesuma, dalam hal ini diwakili oleh 
kuasanya Soedarjo, Pengacara dan 
Penasihat Hukum tersebut; 
Putusan Mahkamah Agung dalam 

Tingkat Peninjauan Kembali tanggal 3 
September 1991 No. 434 PK/PDT/1990 
yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 
Menolak permohonan Peninjauan 

Kembali dari pemohon-pemohon 
Peninjauan Kembali:1 NY. Christine 
Hartani Tjakra-, 2. PT. Golden Deer 
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2. PT. Golden Deer tersebut ;

PTJ. PDT. 842.15 16.2000

1.

Jl. Pintu Air No.38-A Jakarta Pusat; 
2

Jl. Raya Pulo Gadung No.9 Kelurahan 
Rawa Teratai, Jakarta Timur 
3.

Jl. Ridwan I No.3 Rt. 005/007, Patal 
Senayan, Kelurahan Grogol Utara, 
Jakarta Selatan. 
4.

Cipayung Girang, Kecamatan Cisarua, 
Kabupaten Bogor; 

53

Jl. Pintu Air No.38-A 
Jakarta Pusat

No.497/Pdt/1988/PT.DKI.
No.246

SKPT Jl. Pintu 
Air No. 38-A Jakarta Pusat

N.2569/Pasar Baru
PT. 

Ratu Irama International

Ny. Christine Hartani Tjakra

tersebut;
Menghukum pemohon permohonan 

Peninjauan Kembali membayar biaya 
perkara dalam tingkat Peninjauan 
Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 
30,000.-(tiga puluh ribu rupiah); 
Berdasarkan penetapan Ketua 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 
05 Juli 2000 No.178/1989 Eks jo. Surat 
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
tertanggal 28 Juni 2000 No. PTJ. PDT. 
842.15 16.2000, terhadap tanah dan 
bangunan yang telah diletakkan sita 
jaminan diperintahkan untuk dilakukan 
pelelangan eksekusi, antara lain 
terhadap:
1. Sebidang tanah berikut bangunan di 
atasnya terletak di  
Jl. Pintu Air No.38-A Jakarta Pusat; 
2. Sebidang tanah berikut bangunan di 
atasnya terletak di  
Jl. Raya Pulo Gadung No.9 Kelurahan 
Rawa Teratai, Jakarta Timur 
3. Sebidang tanah berikut bangunan di 
atasnya terletak di  
Jl. Ridwan I No.3 Rt. 005/007, Patal 
Senayan, Kelurahan Grogol Utara, 
Jakarta Selatan. 
4. Sebidang tanah berikut bangunan di 
atasnya terletak di  
Cipayung Girang, Kecamatan Cisarua, 

Kabupaten Bogor; 
Untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi 

tertunda terhadap, objek angka(1) dan (2) 
tersebut di atas, oleh karena disebabkan 
beberapa hal, yaitu terhadap objek 
sengketa yang terletak di wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu di 
Jl. Pintu Air No.38-A Jakarta Pusat, di 
mana Sertifikat Hak Guna Bangunan 
dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI 
Jakrta tertanggal 31 Oktober 1988 
No.497/Pdt/1988/PT.DKI. tertulis 
Sertifikat HGB No.246, Sedangkan 
berdasarkan data Surat Keterangan 
Pendaftaran Tanah (SKPT) tertanggal 11 
Agustus 2000 No.488 NIII/JP/2000 dari 
kantor Badan Pertanahan Nasional 
Jakarta Pusat di Jl. Pintu Air No. 38-A 
Jakarta Pusat tercatat Sertifikat HGB 
No.2469/Pasar Baru, dan Sertifikat HGB 
tersebut atas nama PT. Ratu Irama 
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( )

Jl. Raya Pulo 
Gadung No.9 Jakarta Timur 

PT. Ratu Irama 
International

54 Ny. Christine 
Hartani Tiakra

No.104/T/2000
PT Ratu Irama 

International

.Ny. Christine Hartani Tjakra
2. Gerald Wiratmo
3. Grace Pratiwi
4. Glenn Rahayu

55

No.W7. Da. H 1. 
04.10.2151

No.475/2000

No.497/Pdt/1988/PT. DKI
56

No.497/Pdt/1988/PT. DKI
Jl. Ridwan I No. 33 Rt. 005/007, Patal 

Senayan, Kelurahan Grogol Utara, 
Jakarta Selatan

Jl. A. Ridwan I No.3 Rt. 005/007. Patal 
Senayan, Kelurahan Grogol Utara, 

International (Badan Hukum) sedangkan 
yang dihukum dalam putusan adalah Ny. 
Christine Hartani Tjakra (Pribadi) 
sebagai Tergugat: 
Bahwa terhadap objek sengketa yang 

terletak di wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Jakrta Timur tepatnya di Jl. Raya 
Pulo Gadung No.9 Jakarta Timur, 
terdapat Sertifikat Hak Guna Bangunan 
atas nama PT. Ratu Irama International, 
sedangkan yang dihukum adalah Ny. 
Christine Hartani Tiakra96, sesuai SKPT 
tertanggal 24 Mei 2000 No.104/T/2000 
dari Badan Pertanahan Nasional 
Kotamadya Jakarta Timur, sedangkan 
untuk PT Ratu Irama International yang 
memiliki sertifikat HGB tersebut dimiliki 
oleh 4(empat) orang pemegang saham, 
yakni 1. Ny. Christine Hartani Tjakra, 2. 
Gerald Wiratmo, 3. Grace Pratiwi, 4. 
Glenn Rahayu, serta adanya surat dari 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur 
tertanggal 10 Oktober 2000 No.W7. Da. H 
1. 04.10.2151, yang ditujukan kepada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 
pada pokoknya menanyakan tentang luas 
tanah dan bangunan yang akan 
dilakukan pelelangan eksekusi; 
Untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi 
dalam angka (3) tersebut di atas yang 
terletak di wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan telah terjual 
melalui pelelangan eksekusi di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
berdasarkan Risalah Lelang 97

No.475/2000 tanggal 29-09-2000 yang 
dibuat oleh Pejabat pada kantor Lelang 
Negara Jakarta II, perlu dijelaskan di sini 
bahwa lelang eksekusi tersebut sesuai 
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
tanggal 31 Oktober 1988 
No.497/Pdt/1988/PT. DKI terhadap objek: 
Sebidang tanah berikut bangunan di 
atasnya terletak di Jl. Ridwan I No. 33 Rt. 
005/007, Patal Senayan, Kelurahan 
Grogol Utara, Jakarta Selatan dan yang 
terjual melalui lelang adalah terhadap 
objek: Sebidang tanah berikut bangunan 
di atasnya terletak di Jl. A. Ridwan I No.3 
Rt. 005/007. Patal Senayan, Kelurahan 
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Jakarta Selatan
57

NY. SITI HARTANI TJAKRA

NY. 
CHRISTINE HARTANI TJAKRA
58

No.178/1989 eks

/
Cipayug Girang, Kecamatan 

Cisarua, Kabupaten Bogor

No. W7. DC. Ht. 
178/1989. Eks. 3947

No. 
W8. Dx HT. 04.10-05 1

/

No.8/Del/CB/Pdt/1987/PB.Bgr. jo. No. 
765/PDT.G/VI/1987/PN.JKT.PST.

Nomor: RTJ PDT 
928.1878.2003

Grogol Utara, Jakarta Selatan, serta 
berdasarkan SKPT tertulis atas nama NY. 
SITI HARTANI TJAKRA, sedangkan di 
dalam putusan yang dihukum NY. 
CHRISTINE HARTANI TJAKRA, dan 
Uang Hasil Lelang Eksekusi dimaksud 
telah diserahkan kepada Pemohon 
eksekusi melalui kuasanya sesuai dengan 
Berita Acara Penyerahan Uang Hasil 
Bersih Eksekusi Lelang No.178/1989 eks 
Tanggal 13 Oktober 2000; 

Untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi 
dalam angka (4) tersebut di atas yang 
terletak di wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Bogor/ Cibinong tepatnya terletak 
di Cipayug Girang, Kecamatan Cisarua, 
Kabupaten Bogor, telah didelegasikan 
kepada Pengadilan Negeri setempat, dan 
ternyata berdasarkan surat dari Ketua 
Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 8 
Januari 2001. No. W8. Dx HT. 04.10-05 1, 
dengan menunjuk surat pendelegasian 
lelang dari Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat tertanggal 5 Juli 2000, No. W7. DC. 
Ht. 178/1989. Eks. 3947, telah menunda 
pelaksanaan Lelang Eksekusi dengan 
alasan: “Objek yang akan dilelang tidak 
sesuai dengan bunyi/amar putusan 
Pengadilan Tinggi Jakarta dan tidak 
sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan, 
No.8/Del/CB/Pdt/1987/PB.Bgr. jo. No. 
765/PDT.G/VI/1987/PN.JKT.PST. 
Lelang eksekusi tertunda 

pelaksanaannya dikarenakan adanya 
pemasalahan hukum, yaitu adanya 
perbedaan “Nomor objek tanah dan 
bangunan” di dalam berita acara Sita 
Jaminan dengan putusan dan perbedaan 
nama/No. HGB yang tertulis di dalam 
berita acara sita jaminan dengan surat 
keterangan pendaftaran tanah (SKPT); 
Berdasarkan surat dari Ketua 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai 
suratnya tertanggal 07 Agustus 2003 
Nomor: RTJ PDT 928.1878.2003 setelah 
meneliti bukti-bukti di lapangan terdapat 
permasalahan hukum antara lain: 

                                                                                                                                                            
96 Tjakra
97 Risalah Lelang: Berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang atau kuasanya dalam 
ketentuan peratutan perundang-undang lelang. (H.Pajak). (Marwan.(2009).). 
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1.

2.

3.
PT. Ratu Irama International

Ny. Christine Hartani Tjakra

1.

Jl. Pintu Air No.38-A Jakarta Pusat. 
2.

Jl. Raya Pulo Gadung No.9 Kelurahan 
Rawa Teratai, Jakarta Timur. 
3.

Cipayung Girang Kecamatan Cisarua 
Kabupaten Bogor

(Non Eksekutable)

No.178/1989 Eks jo. No.178/1989 Eks jo. 
Putusan No.497/Pdt/1988/PT. DKI 

1. Adanya perbedaan nomor objek tanah 
dan bangunan dalam berita acara sita 
jaminan dengan amar putusan. 
2. Adanya perbedaan luas tanah yang 
akan dieksekusi. 
3. Obejek Eksekusi dalam sertifikat Hak 
Guna Bagunan 98  atas nama badan 
hukum (PT. Ratu Irama International) 
sedangkan dalam amar putusan yang 
dihukum adalah termohon Eksekusi Ny. 
Christine Hartani Tjakra sehingga Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
berpendapat bahwa menurut hukum 
jelang eksekusi terhadap ketiga objek 
eksekusi tersebut tidak dapat 
dilaksanakan (Nom Eksekutable); 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, 

oleh karena pengadilan tinggi DKI 
Jakarta sebagai Voorpst atau kawal 
depan Mahkamah Agung, telah 
berpendapat bahwa Eksekusi tidak dapat 
dilaksanakan (Non Executable 99), maka 
Ketua Pengadilan Jakarta Pusat sebagai 
Eksekutor dalam perkara perdata ini 
menyatakan pelaksanan Eksekusi, 
khususnya sepanjang terhadap: 
1. Sebidang tanah berikut bangunan di 
atasnya terletak di Jl. Pintu Air No.38-A 
Jakarta Pusat. 
2. Sebidang tanah berikut bangunan di 
atasnya terletak di Jl. Raya Pulo Gadung 
No.9 Kelurahan Rawa Teratai, Jakarta 
Timur. 
3. Sebidang Tanah berikut bagunan di 
atasnya terletak di Cipayung Girang 
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor 
sekarang termasuk di wilayah hukum 
Pengadilan Cibinong. 

Tidak dapat dilaksanakan (Non 
Eksekutable)
Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat (Penulis sendiri) dengan 
penetapannya pada tanggal 8 Agustus 
2003 berbunyi sebagai berikut100:
Menyatakan bahwa Pelaksanaan 

Eksekusi perkara Perdata No.178/1989 

                                                  
98 Hak Guna Bagunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bagunan-bagunan atas tanah yang 
bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.(UU No.5 Thn 1960 ttg Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 35 (1).)(Irmadevita(2011)).
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Putusan No. 765/Pdt. G/1987/PN JKT. 
PST. jo. Putusan 370 K/Pdt/1988 jo. 
Putusan No.434 PK/Pdt/1990

Jl. Pintu Air No.38-A Jakarta Pusat.

Jl. Raya Pulo Gadung No.9 Kelurahan 
Rawa Terate59, Jakarta Timur. 

Jalan Ridwan 
1 No.33 Jl. Ridwan 1 No.3

Jl. Pintu Air No.38A
Jl. Pintu Air No.38 A

No.34/Pdt.G/1997/PN.BB
Endin Saepudin

a.

b.

No.96/Pdt.Eks/1997/PN.BB.

c.
Haris Suhara

Eks jo. No.178/1989 Eks jo. Putusan 
No.497/Pdt/1988/PT. DKI Putusan No. 
765/Pdt. G/1987/PN JKT. PST. jo. Putusan 
370 K/Pdt/1988 jo. Putusan No.434 
PK/Pdt/1990, terhadap  
sebidang tanah berikut bagunan di 

atasnya terletak di Jl. Pintu Air No.38-A 
Jakarta Pusat. 
 Sebidang tanah berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Jl. Raya Pulo 
Gadung No.9 Kelurahan Rawa Terate101,
Jakarta Timur.  
 Sebidang tanah berikut bagunan di 
atasnya yang tertulis dalam Putusan 
Pengadilan Tinggi Jakarta dengan 
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat tentang tanah di Jl. Ridwan 1 No.3 
dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat tertulis Jalan Ridwan 1 
No.33 Begitu pula tanah di Jl. Pintu Air 
No.38A Tertulis Jl. Pintu Air No.38 A102

tidak dapat dilaksanakan. 
Contoh lain tentang tertundanya 

eksekusi di lapangan yaitu eksekusi 
putusan No.34/Pdt.G/1997/PN.BB oleh 
Pengadilan Negeri Bale Bandung, 
sebagaimana disampaikan oleh Endin 
Saepudin kepada Ketua Mahkamah 
Agung RI dengan suratnya 21 Oktober 
2003 yang berbunyi sebagai berikut: 
a. Para Pemohon telah mengajukan 

permohonan pelaksanaan eksekusi 
pengosongan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri Bale Bandung dan telah 
membayar biaya eksekusi pengosongan 
tersebut melalui Kas Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Bale Bandung. 
b. Permohonan tersebut telah dilakukan 

dan keluarlah Surat Penetapan 
Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang 
ditandatangani oleh Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri Bale Bandung 
tertanggal, 15 September 1998 
No.96/Pdt.Eks/1997/PN.BB. 
c. Eksekusi pengosongan tersebut gagal 

tidak bisa dilaksanakan karena ada 
gugatan bantahan dari Haris Suhara 
dkk 103 , No.115/Pdt.Bth/1998/PN.BB., 

                                                  
59 Teratai
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103 dkk=dan kawan-kawan. 
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No.115/Pdt.Bth/1998/PN.BB
Agus Azis, SH

Murad Ruasi, SH

No.108.DO. HT. 0410-646

No. 108. DO. HT. 04.10841.

maka eksekusi ditangguhkan 
berdasarkan surat penetapan 
penangguhan tanggal 15 Oktober 1998 
dari Ketua Pengadilan Negeri Bale 
Bandung bernama Agus Azis, SH.  
Setelah perkara bantahan diputus 

dengan putusan sela yang diktum 
putusnya mencabut mengangkat kembali 
penangguhan eksekusi kemudian ahli 
waris mengajukan permohonan eksekusi 
tanggal 14 September 1998. 
Selanjutnya Ketua Pengadilan 

menetapkan pelaksanaan eksekusi 
pengosongan tanggal 14 Mei 2002, hari 
Selasa.
Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 

Mei 2002 dengan alasan Polres Bandung 
ada kunjungan Presiden RI ke Marga 
Asih Bandung. 
Sebagaimana suratnya tertanggal 14 

Mei 2002 No.108.DO. HT. 0410-646, yang 
ditandatangani Murad Ruasi, SH Ketua 
Pengadilan.

Pada 19 Juni 2002 Ketua Pengadilan 
mengadakan Rakor104 untuk pelaksanaan 
eksekusi hari Rabu tanggal 26 Juni 2002 
sebagaimana suratnya tanggal 19 Juni 
2002 No. 108. DO. HT. 04.10841. 
Pada hari dan tanggal yang telah 

ditentukan, yaitu hari Rabu tanggal 26 
Juni 2003 dilaksanakan, akan tetapi 
Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak 
bisa menyelesaikannya karena alasan 
keamanan tidak memungkinkan untuk 
melaksanakannya berhubung pihak 
aparat tidak begitu mendukung dan 
pelaksanaan ini telah diajukan dua kali 
membayar biaya pengosongan eksekusi 
ke pengadilan. 
Eksekusi gagal sesuai dengan 

pengakuan dan penjelasan dari pihak 
Petugas Juru sita Pengadilan Bale 
Bandung yang melaksanakan, tidak 
mendukungnya aparat keamanan dari 
aparat TNI maupun Tripika 105

Kecamatan yang khususnya pihak Polri 
yang diberi wewenang pada saat 
pelaksanaan eksekusi pengosongan. 
Benar penjelasan tersebut sesuai dengan 

fakta kenyataan yang dirasakan dan 

                                                  
104 Rakor=Rapat koordinasi 
105 Tripika=Tiga(Tri) Pimpinan Kecamatan 
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 6. 

08/Eks/2004/PN.CBD

 W8. DM. HT. 04.10-99.07.04

08/Pen.
Eks/2004/PN.Cbd Jalan
Garuda No.8 Kemayoran Jakarta Pusat

No.8A
No.2

KPN 
Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2004 
Nomor 11/LEL. Eks/2004/Del.Yo. No. 
08/Eks/2004/PN. Cbd.

dialami Para Pemohon sebab sewaktu 
Pemohon sendiri dikejar-kejar oleh pihak 
lawan, Termohon eksekusi dengan 
menggunakan senjata tajam, aparat 
keamanan membiarkan begitu saja tanpa 
ada upaya mencegahnya. 
Dengan adanya surat dan pemohon di 

atas menunjukan106 bahwa permohonan 
eksekusinya belum terlaksana. 

 6. Lelang Eksekusi Tidak Dilaksanakan 
Karena Dikabulkan Bantahan 
Pembantah.
Sebagai contoh adanya hambatan tidak 
dilaksanakannya lelang eksekusi karena 
dikabulkannya bantahan pemebantah, 
yaitu pelaksanaan lelang eksekusi dalam 
perkara Nomor 08/Eks/2004/PN.CBD dari 
Pengadilan Negeri Cibadak yang 
dimohonkan bantuan kepada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat. 
Berdasarkan surat dari Ketua 

Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 7 Juli 
2004 Nomor W8. DM. HT. 04.10-99.07.04, 
yang pada pokoknya mohon pelaksanaan 
eksekusi lelang (Penjualan di muka 
umum) berdasarkan Penetapan Ketua PN 
Cibadak tertanggal 7 Juli 2004 Nomor 
08/Pen. Eks/2004/PN.Cbd. terhadap tanah 
berikut bangunan yang terletak di Jalan 
Garuda No.8 Kemayoran Jakarta Pusat 
dengan batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah kanan : Rumah No.8A 

 Sebelah kiri: Rumah No.2 
 Sebelah depan: Jalan Garuda 
 Sebelah belakang: Rumah Penduduk 

Yang telah diletakkan sita jaminan 
tanggal 12 September 1995, oleh jurusita 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
Atas dasar permintaan bantuan 

eksekusi lelang dari Ketua Pengadilan 
Negeri Cibadak tersebut, Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah 
menerbitkan Penetapan Eksekusi lelang 
terhadap tanah berikut bangunan 
tersebut dengan penetapan KPN Jakarta 
Pusat tanggal 13 Juli 2004 Nomor 
11/LEL. Eks/2004/Del.Yo. No. 
08/Eks/2004/PN. Cbd. 
Selanjutnya kepala Kantor Pelayanan 

Piutang dan Lelang Negara Jakarta I 
                                                  
106 menunjukkan
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No.
S-1160/W.P.L/KP.01/2004.

Ny. Salha binti Mubarak Huwel
Muhammad Assegaf

No.067/MA/VII/2004

No.69/MA/VII/2004
Jalan Raya 

Garuda 8 Kemayoran Jakarta Pusat

No. Reg.997/K/2004.

Muhammad Assegaf
No.139 

/Kemayoran

No.131/VII/JP/2004

Ny. Salha binti Mubarak Huwel
Kho bin Thong , Ny Sophia 

Alamsyah Sutjijanti Tjipto

No.08/2004/PN. Cibadak
I,II,III 60

berdasarkan permintaan bantuan 
eksekusi lelang dari Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat tersebut, mengeluarkan 
penetapan hari dan tanggal lelang 
eksekusi pada tanggal 23 Agustus 2004 
sesuai dengan suratnya tertanggal 18 
Agustus 2004 No. 
S-1160/W.P.L/KP.01/2004. 
Kemudian Muhammad Assegaf cs selaku 

Kuasa dari Ny. Salha binti Mubarak 
Huwel mengajukan surat keberatan 
tertanggal 13 Juli 2004 
No.067/MA/VII/2004 dan tanggal 21 Juli 
2004 No.69/MA/VII/2004 yang mohon 
agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
menangguhkan pelaksanaan eksekusi 
lelang terhadap tanah dan bangunan di 
Jalan Raya Garuda 8 Kemayoran Jakarta 
Pusat tersebut. 
Karena bantahannya masih dalam 

proses pemeriksaan di tingkat Kasasi 
Mahkamah Agung dengan No. 
Reg.997/K/2004. 
Setelah diadakan penelitian dan 

keberatan dari Muhammad Assegaf 
tersebut, berikut surat bukti fotocopy 
Sertifikat HGB. No.139 /Kemayoran sisa 
dan Surat Keterangan Pendaftaran 
Tanah(SKPT) yang dikeluarkan Badan 
Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta 
Pusat No.131/VII/JP/2004 tanggal 20 Juli 
2004 adalah milik Ny. Salha binti 
Mubarak Huwel yang sebagian telah 
dipisahkan atas nama Kho bin Thong, Ny 
Sophia Alamsyah dan Sutjijanti Tjipto 
(Bukan pihak termohon eksekusi I, II, III) 
sebagaimana tersebut dalam penetapan 
PN. Cibadak tanggal 7 Juli 2004 
No.08/2004/PN. Cibadak dan juga tanah 
tersebut tidak dijaminkan kepada 
Pemohon Eksekusi dalam bentuk Hak 
tanggungan, maka Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat belum dapat 
melaksanakan bantuan lelang eksekusi 
dari Pengadilan Negeri Cibadak tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 
2004 telah memberitahukan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri Cibadak perihal 
penundaan pelaksanaan bantuan lelang 
eksekusi tersebut dan juga pada Kepala 
Kantor Pelayanan Piudang dan Lelang 
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Jamal Alkatiri , Huriah ,
Acing Muntasir H.
Junaidi

Revindicatoir

BPKB61

Negara Jakarta I.
Kemudian Ketua PN Cibadak dengan 

suratnya tanggal 23 Agustus 2004 tetap 
mengharapkan bantuan dari PN Jakarta 
Pusat untuk melaksanakan lelang 
tersebut meskipun ada keberatan dari 
kuasa hukum Termohon Eksekusi. 
Begitu pula Kuasa Pemohon Eksekusi 
dengan suratnya tanggal 23 Agustus 2004 
dan tanggal 27 Agustus 2004, tetap 
mohon dilaksanakan eksekusi lelang 
tersebut.
Setelah itu, tanggal 6 September 2004 

Pengadilan Negeri Cibadak mohon lagi 
agar eksekusi lelang tersebut 
dilaksanakan dan tanggal 22 September 
2004 masih mohon segera dilaksanakan 
eksekusi lelang tersebut. 
Begitu pula kuasa dari Jamal Alkatiri, 

Huriah, Acing Muntasir bernama H. 
Junaidi, advokat tanggal 9 September 
mengirim surat ke PN Jakarta Pusat. 
Pada tanggal 1 Desember 2004 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah 
mendapat surat dari Pengadilan Tinggi 
Jakarta tanggal 27 Oktober 2004, 
memberi penjelasan sebagai berikut: 
“Bahwa berdasarkan Pedoman Tugas 

dan Administrasi Pengadilan Buku II 
halaman 147 tentang Perlawanan Pihak 
Ketiga terhadap Sita Conservatoir 107 ,
serta Revindicatoir108 dan sita eksekusi, 
point 44.9 disebutkan bahwa: “Eksekusi 
mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua 
Pengadilan Negeri yang memimpin 
eksekusi yang bersangkutan, apabila 
perlawanan tersebut segera nampak, 
bahwa benar-benar beralasan misalnya, 
apabila sertifikat tanah yang akan 
dilelang sejak semula jelas, tercatat atas 
nama orang lain, atau dari BPKB yang 
diajukan jelas terbukti bahwa mobil yang 
akan dilelang itu, sejak lama adalah milik 
pelawan.
Apabila tanah atau mobil tersebut baru 

saja tercatat atas nama pelawan, harap 
hati-hati karena mungkin saja tanah atau 
mobil itu diperoleh oleh pelawan setelah 
tanah atau mobil itu disita, sehingga 
perolehan itu tidak sah”. 
Berdasarkan hal-hal tersebut 

                                                  
61 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
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Verzet

H.
Junaidi

Nomor 977.K/PDT/2004
Ny. Salha binti Mubarak Huwel

Jamal Alkatiri Cs

M. Hardjana 
Ny. Salha Binti 

Mubarak Huwel

Nomor 451/PDT/2001/PT, DKI

Nomor 
391/Pdt.G/2000/PN. JKT. PST

139/Kemayora

Nomor38/1995/Del/PN.JKT. PST 
95 9 12 No.5/Pen. 

CB/1995/PN. CBD

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum 
melaksanakan lelang eksekusi karena 
ada bantahan atau Verzet yang diajukan 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 
saat itu diproses ditingkat kasasi. 
Karena lama menunggu belum 

dilaksanakan lelang eksekusi tersebut, 
kuasa hukum pemohon eksekusi yaitu H. 
Junaidi, melapor ke Pengadilan Tinggi 
Jakarta dan ditembus ke Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
Ternyata setelah Mahkamah Agung 

dalam putusannya tanggal 29 Maret 2005 
Nomor 977.K/PDT/2004 dalam perkara 
bantahan antara Ny. Salha binti Mubarak 
Huwel sebagai Pembantah melawan 
Jamal Alkatiri Cs sebagai para terbantah 
berbunyi sebagai berikut: 
Mengabulkan permohonan kasasi dari 

Pemohon kasasi Ny. Salha Binti Mubarak 
Huwel, dalam hal ini diwakili oleh 
kuasanya: M. Hardjana Pengacara 
tersebut.
Membatalkan putusan Pengadilan 

Tinggi Jakarta, tanggal 30 Nopember 
2001 Nomor 451/PDT/2001/PT, DKI yang 
membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2001, 
Nomor 391/Pdt.G/2000/PN. JKT. PST: dan 
Mahmah Agung Mengadili Sendiri: 
Mengabulkan bantahan Pembantah 

untuku seluruhnya. 
Menyatakan bahwa Pembantah adalah 

Pembantah yang jujur dan benar. 
Menyatakan bahwa Pembantah adalah 

pemilik yang sah atas bangunan rumah 
yang berdiri di atas tanah bekas Hak 
Guna Bangunan (HGB), 139/Kemayoran 
setempat dikenal dengan jalan Garuda 
Nomor 8 Jakarta Pusat. 
Memerintahkan untuk mengangkat 

kembali sita jaminan tertanggal 12 
September 1995 
Nomor38/1995/Del/PN.JKT. PST 
jo.No.5/Pen. CB/1995/PN. CBD sepanjang 
mengenai bangunan yang tercantum 
dalam butir (3) di atas. 

                                                                                                                                                            
107 Sita Conservatoir: Sita jaminan terhadap barang milik debitur untuk menjamin dapat dilaksanakannya 
putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan 
penggugat (H. Perdata). (Marwan(2009)).  
108 Sita Revindicatoir: Penyitaan yang diminta oleh pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan 
orang lain, baik secara lisan maupun tertulis kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang 
memegan barang tersebut tinggal. (H. Perdata). (Marwan(2009)). 
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     7. 

2001 4

Jimmy 
Johannes Huwae, Ny. Sri Tati Huwae, 
Bram, Philipus Huwae, Aoetaaf David 
Huawe, Johana Diana Nova Huwae, 
Christina Lia Huwae, Hendrik, Dony 
Julius Rinaldo
No.161/PDT.G/2001/PN-Semarang 
tanggal 17 Januri64 2002

2001
4

Menghukum para Turut Terbantah I dan 
Turut Terbantah II unutuk tunduk para 
isi putusan perkara ini. 
Menghukum para Termohon Kasasi 

secara tanggung renteng unutuk 
membayar biaya perkara dalam semua 
tingkat peradilan baik dalam tingkat 
Pertama, tingkat Banding maupun dalam 
tingkat Kasasi, yang dalam tingkat kasasi 
biaya perkara ditetapkan sebesar Rp. 
500,000.-. 
Dengan adanya putusan kasasi dari 

Mahkamah Agung tersebut di atas maka 
permohonan bantuan lelang eksekusi dari 
Pengadilan Negeri Cibadak pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak 
dapat dilaksanakan. 

  7. Hambatan Dalam Putusan Serta 
Merta
Sejak dikeluarkannya SEMA No.4 Tahun 

2001 setiap pelaksanaan putusan serta 
merta (Putusan uit voerbaar bij voorraad) 
terdapat ketentuan tanpa jaminan yang 
nilainya sama dengan nilai barang/objek 
eksekusi, tidak boleh ada pelaksanaan 
putusan serta merta. 
Sebagai contoh yang pernah dialami 

sendiri oleh penulis yaitu putusan 
No.161/PDT.G/2001/PN-Semarang 
tanggal 17 Januri109 2002 dalam perkara 
antara Pemerintah Indonesia c.q. PT. 
Kereta Api (Perseto) yang dalam hal ini 
memberi kuasa pada Kepala Kejaksaan 
Tinggi Jawa Tengah melawan: Jimmy 
Johannes Huwae, Ny. Sri Tati Huwae, 
Bram, Philipus Huwae, Aoetaaf David 
Huawe, Johana Diana Nova Huwae, 
Christina Lia Huwae, Hendrik, Dony 
Julius Rinaldo. 
Terhadap putusan uit voerbaar bij 

voorraad110 dalam perkara ini, pihak PT. 
Kereta Api setelah diberi penjelasan 
adanya SEMA No.4 Tahun 2001 tersebut 
masih mendapatkan kesulitan akan 
penyediaan jaminan untuk pelaksanaan 
putusan lebih dahulu tersebut sehingga 
PT. Kereta Api tersebut karena belum 
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64 Januan
109 Januan
110 uit voerbaar bij voorraad: Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih 
dahulu.(Marwan(p.621).). Uit Voerbar Bij Voorraad: Putusan hakim yang dapat dilaksanakan terlebih 
dahulu walaupun ada banding/berlawanan. (Sudarsono.(p.523)). 
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Ignatius Ridwan Widyadharma 
Jalan Ciliwung Raya 

No.25 Semarang Mulyono Budi 
Santoso d/h Lie Joe John, Jalan
Pekayon No.97 Semarang 
Susilo Harjowijoyo 2001 10 30

Nomor 117/PDT/G/2001/PN, 
Semarang

2001 11 28 Purwodadi

HIR 180 1
2000 3

2001 12 10
2001 10 30 Nomor 

117/PDT/G/2001/PN, Semarang

H. Rijanto

2002
1 21 Nomor W.9. DA.HT. 

04.10.90

siap dengan jaminan terpaksa menunda 
untuk mengajukan permohonan eksekusi 
tersebut, padahal dalam perkara ini 
putusan didasarkan atas putusan 
Mahkamah Agung dalam perkara kasasi. 
Selain kasus tersebut di atas juga terjadi 

di Pengadilan Negeri Semarang dalam 
perkara Nomor 117/PDT/G/2001/PN,
Semarang tanggal 30 Oktober 2001 dalam 
perkara antara Mulyono Budi Santoso d/h 
Lie Joe John, bertembat tiggal di Jalan 
Ciliwung Raya No.25 Semarang, yang 
dikuasakan kepada Ignatius Ridwan 
Widyadharma sebagai penggugat lawan 
Susilo Harjowijoyo beralamat di Jalan 
Pekayon No.97 Semarang sebagai 
Tergugat. 
Pada tanggal 28 Nopember 2001 

Pemohon telah mengajukan permohonan 
pelaksanaan lebih dahulu putusan 
tersebut atas sebidang tanah seluas 90 
m2 di Kelurahan Purwodadi atau 
Kecamatan Semarang Tengah. 
Setelah Ketua Pengadilan Negeri 
mengajukan permohonan111 izin kepada 
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang maka 
Ketua Penggadilan Tinggi Semarang pada 
tanggal 10 Desember 2001 telah memberi 
izin kepada ketua Pengadilan Negeri 
Semarang untuk melaksanakan terlbih 
dahulu putusan perkara Nomor 
117/PDT/G/2001/PN, Semarang tanggal 
30 Oktober 2001 walaupun ada upaya 
hukum Verzet banding atau kasasi 
karena telah memenuhi syarat Pasal 
180(1) HIR dan SEMA No.3 Tahun 2000 
dengan ketentuan bahwa pemohon 
eksekusi harus membuat jaminan yang 
nilainya sama, 112  dengan nilai 
barang/objek eksekusi sehingga tidak 
menimbulkan kerugian pada pihak lain 
apabila ternyata di kemudian hari 
dijatuhkan ptusan yang membatalkan 
putusan pengadilan tingkat pertama. 
Surat tersebut ditandatangani oleh 

Ketua Pengadilan Tinggi Semarang H. 
Rijanto. 
Kemudian surat tersebut dipertegas lagi 

oleh Ketua Pengadilan tersebut dengan 
suratnya tanggal 21 Januari 2002.Nomor 
W.9. DA.HT. 04.10.90 bahwa jaminan 

                                                  
111 permohoan
112
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636

uit voorbaar bij voerraad

2/PDT/Eks/2002/PN 
Semarang

H.A Halim Massali, ( H. 
Rijanto )

  8. 

yang diajukan oleh kuasa Pemohon 
berupa sertifikat HGB No.636 (Sertifikat 
Tanah Sengketa) adalah Akte Otentik 
yang nilainya sama dengan surat 
berharga maka penggunaan sertifikat 
sebagai jaminan pelaksanaan eksekusi 
putusan uit voorbaar bij voerraad dapat 
digunakan sebagai jaminan. 
Kemudian pemohon telah membuat 

Surat Pernyataan sanggup menitipkan 
sertifikat asli HGB No.636 tersebut di 
Kepaniteraan pengadilan 113  Negeri 
Semarang dan Sertifikat tersebut telah 
dititipkan ke Paniteraan Pengadilan 
Negeri Semarang pada tanggal 28 
Januari 2002. 
Berdasarkan hal-hal tersebut, Ketua 

Pengadilan Negeri Semarang telah 
mengeluarkan penetapan Nomor 
2/PDT/Eks/2002/PN Semarang tentang 
perintah untuk memanggil Termohon 
eksekusi guna ditegur atau 
diperingatkan. 
Kemudian atas permohonan dari kuasa 

Termohon tanggal 21 Februari 2002 
ternyata Ketua Pengadilan Tinggi 
Semarang H.A Halim Massali, (Pengganti 
H. Rijanto) pada tanggal 18 Maret 2002 
mengeluarkan Surat Penangguhan 
Pelaksanaan putusan uit voerbaar bij 
voorraad tersebut sambil menunggu 
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. 
Dengan demikian dalam waktu 2 bulan 

Pengadilan Tinggi Semarang yang 
mengalami mutasi. 
Ketua telah mengeluarkan dua macam 

surat yang kontradiksi dimana yang satu 
ditandatangani oleh Ketua yang lama dan 
yang lain ditanda tangani oleh ketua yang 
baru.
Akibat adanya surat dari Ketua 

Pengadilan Tinggi yang terakhir tersebut 
proses eksekusi menjadi jalan di tempat. 
Di sinilah kita dapat fakta adanya 

ketidak cermatan dari Pengadilan Tinggi 
Semarang atas permohonan dari ketua 
Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan 
putusan uit voerbaar bij voorraad 
tersebut sehingga membingungkan 
pihak-pihak yang terkait. 
8. Termohon Mengerahkan 

Preman-preman di Tempat Barang yang 
                                                  
113
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/

Akan Dieksekusi
Tidak jarang Termohon eksekusi 

mengumpulkan orang-orang dibayar guna 
menghalang-halangi petugas eksekusi 
dalam menjalankan eksekusi.  
Kalau Jurusita yang bertugas 

mengeksekusi dan aparat keamanan yang 
mendampingi jurusita tersebut tidak 
berhasil menanggulangi ulah dari preman 
tersebut maka eksekusi tersebut gagal 
dilaksanakan. 
 Tetapi sebaliknya apabila aparat 
keamanan berhasil menganggulangi 
maka eksekusi tersebut akan berhasil 
dilaksanakan. 
Demikian beberapa hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan/eksekusi putusan 
perkara perdata dan tentunya masih ada 
bentuk-bentuk lainnya yang belum 
diuraikan dalam tulisan ini. 
 Faktor-faktor yang menjadi penyebab 
timbulnya hambatan-hambatan dalam 
eksekusi putusan perkara perdata. 
 Kalau kita perhatikan 
hambatan-hambatan dalam eksekusi 
putusan perkara sebagaimana diuraikan 
di atas, maka faktor-faktor yang menjadi 
penyebabnya dapat diuraikan sebagai 
berikut:
Pada umumnya pihak yang kalah dalam 

suatu perkara tidak dengan rela hati 
untuk melaksanakan bunyi putusan dan 
karenanya dengan mengerahkan massa 
untuk menghalang-halangi eksekusi 
tersebut.
Selain itu, pihak ketiga juga dapat 

mengajukan perlawan atas sita eksekusi. 
Proses perkara ini juga bisa sampai 

kasasi, sehingga kalau eksekusi sempat 
ditunda tentunya akan mamakan waktu 
yang lama juga. 
Adakalanya dalam kasus-kasus eksekusi 

yang tertentu diperlukan biaya yang 
harus dikeluarkan oleh pemohon eksekusi 
cukup besar misalnya untuk 
pengosongkan tanah yang luas dan dihuni 
oleh banyak orang. 
Selain itu misalnya dalam pelaksanaan 

putusan serta merta, pemohon harus 
menyediakan jaminan senilai objek 
eksekusi.
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Akan Dieksekusi
Tidak jarang Termohon eksekusi 

mengumpulkan orang-orang dibayar guna 
menghalang-halangi petugas eksekusi 
dalam menjalankan eksekusi.  
Kalau Jurusita yang bertugas 

mengeksekusi dan aparat keamanan yang 
mendampingi jurusita tersebut tidak 
berhasil menanggulangi ulah dari preman 
tersebut maka eksekusi tersebut gagal 
dilaksanakan. 
 Tetapi sebaliknya apabila aparat 
keamanan berhasil menganggulangi 
maka eksekusi tersebut akan berhasil 
dilaksanakan. 
Demikian beberapa hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan/eksekusi putusan 
perkara perdata dan tentunya masih ada 
bentuk-bentuk lainnya yang belum 
diuraikan dalam tulisan ini. 
 Faktor-faktor yang menjadi penyebab 
timbulnya hambatan-hambatan dalam 
eksekusi putusan perkara perdata. 
 Kalau kita perhatikan 
hambatan-hambatan dalam eksekusi 
putusan perkara sebagaimana diuraikan 
di atas, maka faktor-faktor yang menjadi 
penyebabnya dapat diuraikan sebagai 
berikut:
Pada umumnya pihak yang kalah dalam 

suatu perkara tidak dengan rela hati 
untuk melaksanakan bunyi putusan dan 
karenanya dengan mengerahkan massa 
untuk menghalang-halangi eksekusi 
tersebut.
Selain itu, pihak ketiga juga dapat 

mengajukan perlawan atas sita eksekusi. 
Proses perkara ini juga bisa sampai 

kasasi, sehingga kalau eksekusi sempat 
ditunda tentunya akan mamakan waktu 
yang lama juga. 
Adakalanya dalam kasus-kasus eksekusi 

yang tertentu diperlukan biaya yang 
harus dikeluarkan oleh pemohon eksekusi 
cukup besar misalnya untuk 
pengosongkan tanah yang luas dan dihuni 
oleh banyak orang. 
Selain itu misalnya dalam pelaksanaan 

putusan serta merta, pemohon harus 
menyediakan jaminan senilai objek 
eksekusi.
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     A.

     B. 

     C. 

     D. 

     E. 

1.
2.

B.

Kesulitannya jika pemohon eksekusi 
serta merta tersebut tidak mempunyai 
uang untuk jaminan senilai objek 
eksekusi, maka eksekusi tersebut tidak 
dapat dilaksanakan. 
Hal tersebut sesuai dengan SEMA No.4 

Tahun 2001. 
Selain itu, eksekusi di beberapa 

pengadilan kurang transparan. 
Ketidakprofesionalan Penasehat 

Hukum114 yang membuat gugatan yang 
menyebabkan putusan yang tidak dapat 
dieksekusi, misalnya hal-hal yang 
dimohonkan dalam petitum tidak bersifat 
kondemnatoir. 
Adanya kesadaran hukum masyarakat 

yang kurang mendukung eksekusi 
misalnya ada seklompok orang yang mau 
dibayar untuk menghalang-halangi 
eksekusi.

BAB VI Eksekusi Putusan Perkara 
Perdata Dalam Pembangunan Negara 
Hukum Di Indonesia 

     A. Asas Peradilan Dilakukan dengan 
Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 
     B. Gagasan Peradilan Cepat, 
Sederhana, Biaya Ringan dalam Perkara 
Perdata
     C. Eksekusi Putusan Perkara 
Perdata yang Sesuai dengan Asas 
Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya 
Ringan 
     D. Gagasan Eksekusi Putusan 
Perkara Perdata dalam Undang-undang 
Hukum Acara Pedata yang Akan Datang. 
     E. Pembangunan Sistem Peradilan 
Menuju Pembangunan Negara Hukum 
1. Pembangunan Sistem Peradilan 
2. Penegakan Hukum Perkara Perdata 

Dalam Pembangunan Hukum Di 
Indonesia.

    BAB VII Penutup 
       

      B. Saran
  Untuk dapat diterapkannya asas 
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2. 66

3.

 4. 
67

68

peradilan cepat, sederhana, biaya ringan 
dalam pelaksanaan putusan perkara 
perdata, perlu diterapkan hal-hal sebagai 
berikut:
1. Perlu ditetapkannya penyeragaman 

ongkos/biaya eksekusi putusan perkara 
perdata bagi setiap pengadilan di 
Indonesia oleh Mahkamah Agung atau 
Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya 
sehingga tidak terjadi biaya eksekusi di 
suatu Pengadilan berbeda jauh dengan 
pengadilan lainnya dan adanya 
transparansi mengenai biaya eksekusi 
yang dapat diketahui oleh pencari 
keadilan.
2. Dalam setiap tahapan eksekusi mulai 

dari tegoran (aanmaning) sampai 
penyerahan objek eksekusi pada 
pemohon, perlu ditetapkan batasan 
waktu tertentu dalam jangka waktu yang 
tidak terlalu lama, sehingga ada 
kepastian dalam waktu cepat eksekusi 
sudah bisa selesai. 
Jika didapat pemimpin dan pelaksanaan 

eksekusi mengulur-ulur waktu agar 
Mahkamah Agung menindak dengan 
tegas.
3. Perlu segera diundangkannya Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Perdata 
baru yang dapat mengikuti 
perkembangan hukum dan teknologi. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Perdata yang baru tersebut perlu 
diatur tentang mediasi, Class Action, 
putusan serta merta, alat-alat bukti 
termasuk alat bukti elektronik, dan 
mengatur pula secara lengkap tentang 
pelaksanaan putusan pendagilan, serta 
mengatur pembatasan perkara perdata 
yang dapat diajukan sampai tingkat 
kasasi.
Selain itu, perlu adanya ketentuan yang 

mengatur tentang barangsiapa yang 
menghalang-halangi jalannya eksekusi 
dapat dikenakan contempt of court. 
 4. Perlu digalakannya penyuluhan 

hukum kepada masyarakat untuk 
meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat, agar masyarakat 
mengetahui akan hak dan kewajibannya 
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2006 8 14

dalam hukum, dan selain itu agar aparat 
penegak hukum termasuk penasihat 
hukum betul-betul bertindak selaku 
penegak hukum. 

    Daftar Pustaka 

    Tentang Penulis 

    Naskah buku ini ditulis di Jakarta, 
14 Agustus 2006 dan dipersembahkan 
untuk turut memberikan sumbangan 
pemikiran bagi penegakan hukum di 
Indonesia yang lebih berkeadilan dan 
berpihak pada rakyat kecil. 
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FEC
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FEC

US

FEC
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WIPO World Intellectual Property Organization

WTO World Trade 
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IP
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MAI IBM
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Organization Act

EU

EU
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EU

EU

Labor 

Organization Act

FTUB Federation of Trade Unions of Burma

Japan Federation of Bar 

Association
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